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Petani Membayar Iuran Pelayanan Irigasi Dengan Pendekatan
Area Based Fees, Studi Kasus di Daerah Irigasi Judeg
Lodoyo Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur. (Dibawah
bimbingan BUNGARAN SARAGIH) .

Karena terbatasnya kemampuan pendanaan Pemda Tingkat
I, maupun subsidi pemerintah pusat melalui APBD untuk
biaya Operasi dan Pemeliharaan (0O&P) irigasi, maka peme-
rintah bermaksud mengurangi subsidi dan mendorong pening-
katan partisipasi petani pemakail air dalam pengelolaan
irigasi. Berkaitan dengan O&P tersebut, pemerintah menca-
nangkan dua bentuk program vaitu (1) diserahkannya tang-
gung jawab O&P irigasi di bawah 500 hektar kepada petani
pemakai air dan (2) pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi
{IPAIR) .

Dalam pelaksanaan program IPAIR terdapat beberapa hal
yang perlu dipertimbangkan yaitu: (1) keragaan usahatani
dan besgarnya kemampuan menabung petani pemakal air, (2)
besarnya iuran yang seharusnya dikenakan kepada petani
pemakai air, (3) kemampuan petani membayar iuran, (4)
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan petani
membayar iuran, dan (5) prosedur pembayvaran dan penarikan
IPATR.

Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur besarnya
kemampuan petani membayar iuran dilihat dari iuran yang
seharusnya dikenakan. Selain itu juga bertujuan untuk:

(1) mengetahul besarnya tabungan petani pemakai air, (2)

mengetahul besarnya iuran yang dikenakan kepada petani,




(3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan
petani membayar iuran, dan (4) melihat prosedur pembaya-
ran dan penarikan IPAIR.

Keadaan fisik jaringan irigasi merupakan ukuran untuk
menentukan besarnya biaya 0&P. Biaya O&P saluran primer
dan sekunder diketahul sebesar Rp 18 146 per hektar per
tahun. Dari biaya O&P tersebut dapat dihitung besarnya
IPATIR yang seharusnya dikenakan di saluran sekunder BLT I
yaitu sebesar Rp 11 258 per hektar per tahun pada tahap
pertama. Sebelum seluruh biaya 0&P dapat ditanggung oleh
petani, pemerintah masih mensubsidi biaya 0&P tersebut.
Pada tahun keenam direncanakan petani akan menanggung
seluruh biaya O&P tersebut.

Jika dilihat dari rata-rata pendapatan bersih usaha-
tani per hektar yaitu sebesar Rp 2 588 607, berarti pu-
ngutan IPAIR kurang dari satu persen. Berdasarkan Pilot
Project IPAIR yang sudah dilakukan di empat daerah di
Indonesia, rata-rata persentase IPAIR sebesar 2,5 persen
dari pendapatan bersih usahatani (Depdagri, 1990b). Jadi
dapat disimpulkan bahwa di daerah penelitian petani layak
dikenakan IPAIR.

Hasil penelitian menunjukkan besarnya tabungan petani
berlahan sempit sebesar Rp 915 461 per hektar, petani
berlahan sedang Rp 1 577 095 per hektar, dan petani berla-
han luas Rp 3 887 226 per hektar. Besar tabungan tersebut
dapat menunjukkan kemampuan petani membayar iuran. Walau-

pun petani mampu membayar iuran, namun perlu diperhitung-




kan beban-beban lain yang menjadi tanggungan petani.
Besarnya seluruh iuran maksimum yang dapat dikenakan
kepada petani sebesar Rp 64 000 per hektar per tahun
termasuk pajak dan PBB. Selama ini beban biaya yang
dikeluarkan petani selama satu tahun berkisar Rp 52 000
per hektar per tahun. Jika ditambah dengan IPAIR, maka
beban biaya yang dikenakan kepada petani sudah mencapai
maksimum. Oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan
lebih lanjut terhadap beban-beban yaang sudah ditanggung
oleh petani.

Hasil penelitian menunjukkan, faktor status ekonomi
keluarga petani, pengetahuan petani terhadap program,
peran serta petani, tingkat pelayanan irigasi, kepercayaan
terhadap P3A berpengaruh positif terhadap kesediaan petani
membayar iuran. Sedangkan tingkat pendidikan tidak ber-
pengaruh nyata. Faktor yang cenderung berpengaruh negatif
terhadap kesediaan petani membayar iuran yaitu tanggapan
masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Pada saat penelitian prosedur pembayaran dan pena-
rikan IPAIR belum seluruhnya dilaksanakan karena memang
program ini baru akan dilaksanakan pada tahun 1994. Namun
demikian sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sasaran pembangunan nasional sektor pertanian antara
lain diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna
memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku indus-
tri dalam negeri serta peningkatan ekspor. Selain itu
pembangunan pertanian juga ditujukan untuk meningkatkan
pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong
pemerataan berusaha, dan mendukung pembangunan daerah
(GBHN RI, 1993 - 1998)).

Salah satu strategi pokok untuk peningkatan produksi
pertanian adalah dengan melibatkan pengelolaan irigasi.
Pengelolaan irigasi diarahkan untuk menyediakan air iriga-
si yang cukup, yang merﬁpakan salah satu faktor utama dari
faktor produksi. Selain itu juga untuk mengamankan areal
produksi dari kerusakan akibat banjir serta mendukung
pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian baru dalam
rangka peningkatan produksi pertanian khususnya pangan.

Menurut D.C. Taylor dalam Pasandaran, E (1984} poten-
si irigasi dapat dikembangkan melalui cara (1) Pembangu-
man proyek baru, dimana keputusan pembangunan ditentukan
oleh ukuran dan lokasi proyek yang akan dilaksanakan dan
apakah proyek tersebut menyangkut pembuatan bendungan
sungai, ailr tanah, atau penyimpanan air dalam waduk, (2)
Rehabilitasi dan modifikasi prasarana dalam proyek vyang

ada, dimana keputusan pembangunan ditentukan menyangkut
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waktu dan keadaan perubahan yang mungkin ada, (3) Operasi
dan Pemeliharaan (0 & P) prasarana irigasi yang lebih
intensif dan mungkin telah mengalami perubahan , dimana
keputusan terpenting adalah menyangkut sifat dan intensi-
tas relatif O & P, perencanaan pola penanaman, penjatahan
serta penjadwalan penyaluran air irigasi antar kelompok
dan dalam kelompok, (4} Pelaksanaan yang lebih lengkap dan
jaminan penerapan, atau perubahan-perubahan yang mungkin
ada dalam peraturan-peraturan pemakailan prasarana irigasi.

Pembangunan irigasi dalam Pelita I hingga Pelita IV
dititikberatkan pada rehabilitasi dan pembangunan jaringan
irigasi baru. Memasuki Pelita V éaétnya untuk memberikan
penekanan pada O & P.

Berdasarkan UU Pengairan nomor 11 tahun 1974 pasal 12
juncto PP No 23 tahun 1982 pasal 35 ayat (1) dan (2),
pembiayaan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
beserta bangunan pelengkapnya diusahakan oleh Pemerintah
Daerah Tingkat I. Namun akibat terbatasnya kemampuan
pendanaan Pemda Tingkat I, maka Pemerintah Pusat memberi-
kan bantuan (subsidi) melalui proyek Inpres Dati I (APBD
Tingkat I} bahkan sejak tahun 1984/1985 ditambah lagi
melalui proyek-proyek pemeliharaan pengairan.

Dana dari Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun me-
ngalami peningkatan, khususnya pada subsidi untuk membia-
yai O & P bangunan irigasi. Meskipun demikian, subsidi
untuk biaya 0&P tersebut, rata-rata per tahunnya masih

tetap jauh dari kebutuhan nyata yang diperlukan.



Kesulitan ekonomi Pemerintah Indonesia pada Pelita IV
akibat merosotnya harga minyak, mengurangi ketersediaan
dana untuk pembangunan, baik rehabilitasi maupun pembangu-
man jaringan irigasi baru. Demikian juga alokasi dana
untuk operasi dan pemellharaan jaringan irigasi menjadi
terbatas.

Dana Q&P irigasi yang tidak memadai, dalam jangka
pendek dapat mengurangi efisiensi pemanfaatan air dan
dapat mengakibatkan berkurangnya intensitas tanam, karena
penjatahan dan penjadwalan penyaluran air masih kurang.
Dalam jangka panjang ‘akan menyebabkan kerusakan jaringan
irigasi, memperpendek umur jaringan irigasi yang mengaki-
batkan berkurangnya pengembalian atau manfaat dari sejum-
lah investasi yang telah dikeluarkan. Atau dengan kata
lain memperpendek siklus rehabilitasi.

Mengingat kualitas O&P ini sangat menentukan dalam
aplikasi pengembalian biaya yang telah dikeluarkan proyek,
maka dalam rencana pembangunan pengairan Pelita V difokus-
kan pada pemeliharaan yang baik dan operasi yang efisien
pada saluran jaringan irigasi yang telah direhabilitasi
dan dibangun.

Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan dana, pemerin-
tah bermaksud mengurangi subsidinya yang besar terhadap
biaya pelayanan irigasi dan meningkatkan partisipasi
petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Dalam kaitan ini pemerintah telah mencanangkan dua bentuk
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program yang pelaksanaannya secara bertahap, yaitu (1)
Diserahkannya tanggungjawab O0&P irigasi kecil (lebih kecil
dari 500 hektar) kepada petani pemakai air ({(dalam hal ini
P3A) dan {2) Pelaksanaan pungutan Iuran Pelayanan Irigasi

(IPAIR) .

1.2. Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaan pungutan Iuran Pelayanan Irigasi,
terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perha-
tian,antara lain: kemampuan petani membayar O&P irigasi
melalui IPAIR, dan beban apa saja yang sekarang sudah
ditanggung oleh petani dalam menerima pelayanan irigasi.
Tanpa memperhitungkan beban tersebut dapat mengakibatkan
kerugian di pihak petani dan keluarganya, yang pada gili-
rannya akan menurunkan keberhasilan peningkatan produksi
pangan dan pendapatan petani. Gambaran kemampuan membayar
iuran merupakan unsur penting yang dapat menjadi pendorong
kesepakatan pembiayaan O&P irigasi yang diusulkan dikailt-
kan dengan kebutuhan riil biaya O&P sistem yang bersang-
kutan.

Selain meninjau kemampuan membayar petani pemakai air
sebagai indikator ekonomi, perlu juga ditinjau indikatoxr
sosialnya vyaitu bagaimana kesediaan petani pemakai air

dalam membayar iuran yang berkaitan juga dengan peranan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).



Secara lebih spesifik permasalahan yang mempengaruhi
kemampuan pembiayaan irigasi dapat dilihat berdasarkan:

(a) Keragaan usahatani dan besarnya kemampuan menabung
petani pemakai ailr.

(b) Besarnya iuran yvang seharusnya dikenakan (tingkatan
iuran) dilihat dari pengumpulan data biaya 0&P pada
sistem yang bersangkutan.

{c) Besarnya iuran yang dapat dikenakan kepada petani
dilihat dari kemampuan petani membayar.

(d) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan
petani membayar Iuran Pelayanan Irigasi.

(e) Prosedur penarikan dan pembayaran iuran.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur besarnya
kemampuan petani membayar iluran dilihat dari iuran yang
seharusnya dikenakan. Lebih rineci penelitian ini juga
bertujuan untuk:
(a) Mengetahui keragaan usahatani dan besarnya tabungan
petani pemakai air.
{b) Mengetahui besarnya iluran sebenarnya yang harus
dibayar petani dilihat dari biaya untuk O&P yang

diperlukan.



(c) Mempelajari faktor-faktor vyang berpengaruh terhadap
kesediaan petani membayar Iuran Pelayanan Irigasi.
{d) Mempelajari prosedur pembayaran dan penarikan Iuran

Pelayanan Irigasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi penentu
kebijaksanaan dalam pelaksanaan penetapan Iuran Pelayanan
Irigasi serta dapat menjadi bahan dasar bagi penelitian

selanjutnya tentang IPAIR.



H. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Sistem pengelolaan irigasi pada dasarnya meliputi dua
kegiatan pokok yaitu Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Ja-
ringan irigasi (Pasandaran, E. 1991). Pengelolaan yang
efisien dan efektif akan dapat menghemat biaya 0&P. Hal
ini merupakan salah satu unsur penting dalam usaha memper-
tahankan swasembada pangan,

Upaya pemerintah untuk membantu petani hingga pemba-
ngunan saluran sampai tingkat tersier menunjukkan bahwa
pengelolaan di tingkat usahatani adalah penting. Hampir
semua ahli berpendapat bahwa tanpa pemanfaatan air vyang
baik pada tingkat usahatani, vyaitu tingkat irigasi ter-
sier, maka sebenarnya sistem irigasi yang dibangun tidak
mencapai hasil yang dituju (Munawir M, 1991).

Prasarana fisik jaringan irigasi sebagai karya teknik
manusia, mempunyal masa pelayanan yang terbatas. Terdapat
kecenderungan penurunan pelayanan yang dapat diberikan
dalam selang waktu tertentu. Pertama-tama penurunan
secara perlahan-lahan untuk kemudian berlangsung lebih
cepat sampai mencapal titik tertentu (batas kritisg) pada
saat tingkat pelayanan tidak ada artinya.

Menurut Pasandaran (1988), guna menyelenggarakan O&P

yvang efisien dibutuhkan biaya yang cukup memadai. Ada dua



alternatif yang dapat ditempuh dalam membiayai dan melak-
sanakan 0O&P sistem irigasi, vyaitu (1) O&P yang bertujuan
untuk menjaga sistem irigasi agar tetap dalam keadaan
keragaan fisik dan operasional seperti yang dirancang
gsemula. (2) O&P yang dilakukan untuk menjaga agar minimal
fungsi-fungsi operasional dapat berlangsung dalam suatu
selang waktu tertentu. Besarnya kebutuhan biaya O&P
dengan pendekatan kedua lebih murah dibandingkan dengan
pendekatan pertama. Pendekatan pertama harus melakukan
Special Maintenance (SM) dengan biaya yang besar, sedang-
kan pendekatan kedua hanya membutuhkan biaya O&P. Tetapi
pendekatan kedua perlu diikuti dengan kegiatan rehabilita-
si dalam selang waktu tertentu untuk menjamin jaringan
irigasi agar tidak menurun keragaannya. Alternatif
pertama mengandung potensi kerugian mengingat usaha mem-
pertahankan keragaan fisik belum tentu selalu diimbangi
keuntungan ekonomi yang diharapkan. Sedangkan alternatif
kedua memberikan kelonggaran secara dinamis untuk menata
kembali 0&P irigasi sesuai dengan tujuan yang baru yang
diperoleh berdasarkan umpan balik terhadap sistem O&P yang

sedang dilaksanakan.

2.2. Pertimbangan Pengenaan JIuran Pelayanan Irigasi
Pertimbangan utama dalam pengenaan Iuran Pelayanan

Irigasi (IPAIR) ialah bahwa disatu pihak penyediaan dana



O&P jaringan irigasi belum memadai dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing irigasi, sementara di pihak lain dana
pemerintah untuk biaya O&P sangat terbatas. Oleh karena
itu, perlu dirintis sumber dana baru untuk pembiayaan O&P
dengan mengikutsertakan masyarakat penerima manfaat air
irigasi.

Perdebatan tentang perlunya petani membayar iuran
telah banyak dilakukan oleh para ahli di bidang irigasi.
Pada hakekatnya perbedaan pendirian mengenai hal tersebut
bertitik tolak pada perbedaan pendapat antara kebijaksa-
naan akan perlunya memupuk dana investasi bagi pertumbuhan
pembangunan dengan kebijaksanaan untuk meningkatkan kon-
sumsi saat ini guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat
pada masa sekarang (Prawirodihardijo, 1987).

Geolongan yang menentang adanya iluran irigasi bagi
petani berpendapat bahwa bila petani harus membayar iuran,
maka seolah-olah hanya petani yang memperoleh manfaat dari
adanya irigasi. Padahal penerima manfaat dari adanya
irigasi mencakup golongan yang sangat luas, termasuk
seluruh masyarakat yang menerima manfaat dalam bentuk
berkurangnya dana nasional untuk dialokasikan pada impor
beras dan subsidi harga beras (Ian Carruthers & Collin
Clark, 1981 dalam Prawircdihardjo, 1987). Selain itu,
iuran akan mengurangi kesejahteraan petani, padahal mereka
merupakan golongan masyarakat terbesar yang justru perlu

diperbaiki kesejahteraannya.
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Prawirodihardjo (1987) mengemukakan beberapa golongan
yvang setuju dengan adanya iuran, antara lain: (1) Iuran
irigasi diperlukan untuk menghimpun dana bagi investasi
pada proyek-proyek pembangunan yang lain. (2) Irigasi
dibangun dengan dana nasional yang dihimpun dari seluruh
anggota masyarakat. Dengan demikian petani penerima
manfaat langsung air irigasi mempunyai kewajiban moral
untuk membantu mempercepat tersedianya dana nasional bagi
pembangunan yang dapat dinikmati oleh golongan masyarakat
vang lain (Prawirodihardjo, 1973 dalam Prawirodihardjo,
1987). (3) Walaupun penerima manfaat dari irigasi terse-
bar luas di kalangan masyarakat, tetapi penerima manfaat
langsung dari adanya irigasi adalah petani. Golongan
masyarakat lain sudah dikenakan dalam bentuk pajak penda-
patan yang lain. (4) Dalam keadaan dimana air menjadi
semakin bersifat langka dan makin tidak bersgifat “free
good" maka memanjakan petani dengan subsidi yang tidak
sehat akan menghambat berkembangnya kewiraswastaan petani
dan pada akhirnya akan menghambat pembangunan ekonomi
(Prawirodibhardjo, 1973 dalam Prawirodihardjo, 1987).
2.2.1. Komsep IPAIR

IPAIR adalah retribusi yang dipungut dari pemakai air

atas Jjasa pelayanan yang diterima dari Jjaringan irigasi
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dan iuran ini dikembalikan untuk dana operasi dan pemeli-
haraan jaringan irigasi yang bersangkutan.

IPAIR diperkenalkan melalui tingkat pelayanan, dise-
suaikan dan mencerminkan keadaan fisik dan manajemen dalam
O&P (Efficient Operation and Maintenance (E0O&M) dan non
Efficient Operation and Maintenance (non EO&M)) di sistem
irigasi. Penggunaan prinsip pelayanan memungkinkan mem-
perkenalkan IPAIR dimana saja.

Penggunaan istilah "pungutan atas Jlayanan" mempunyai
arti penting. Secara umum istilah ini digunakan oleh
perusahaan air minum, listrik dan telepon. Istilah pela-
yvanan menandakan bahwa fihak atau orang yang menerima
pelayanan mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayar
pelayanan yang diterimanya dalam kurun waktu tertentu.
Namun juga pembayar iuran memiliki hak untuk mengharapkan
tingkat kualitas pelayanan tertentu yang telah disetujui
sebelumnya dari pemberi pelayanan.

Pelavanan vyang dimaksud dalam IPAIR adalah untuk
diberikan kepada P3A secara keseluruhan dan bukannya
kepada pemakal perseorangan; karena itu permintaan pemba-
yaran iuran IPAIR juga diarahkan kepada P3A. Pembagian
air dalam blok tersier sendiri akan tetap menjadi masalah
yang akan ditangani oleh P3A. IPAIR dibayar oleh pemakai
sebagai penerima pelayanan utama dan dalam kedudukannya
mempe-ngaruhi pelayanan irigasi. Hal ini berarti bahwa

penggarap sebagal penerima pelayanan akan membayar IPAIR.
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Realisasi antara pemberi pelayanan dan penerima
pelayanan ditetapkan dalam suatu persetujuan dasar yang
memuat garis besar kondisi yang harus dipenuhi oleh kedua
belah pihak. Kualitas pelayanan dan pembayaran tepat
waktu adalah alat penentu apabila salah satu pihak alpa
memenuhi persetujuan. Menetapkan IPAIR harus dengan
pendekatan yang sama yaitu pelayanan untuk pungutan dan
pungutan untuk pelayanan.

Apabila air dialirkan dengan baik dan secara teratur
melalui -jaringan irigasi, akan mirip seperti membran pada
daerah irigasi. Hal itu berakibat masing-masing pintu
menerima ailr yang sama walaupun pada kenyataannya pemba-
gian air tidak sama diantara petak-petak tersier.

Apabila pemakal diharuskan membayar IPAIR, masalah
0&P dan keadilan pembagian air harus dijadikan satu.
Pelayanan maupun pungutan diterima sebagai adil dan seim-
bang dengan jumlah air yang diterima pada bangunan sadap
atau pada petak tersier.

IPAIR memerlukan pengertian, bahwa pungutan untuk
pelayanan baru layak apabila terdapat perbuatan timbal
balik antara pemakai air dan ranting dinas yang menghasil-
kan sesuatu yang dapat diterima dan adil dalam pembagian
air oleh kedua pihak.

Agar perbuatan timbal balik ini dapat terbentuk dan
untuk menentukan tingkat kondisi yang khusus dan rinci,

maka IPAIR memerlukan pendekatan yang luas dan lengkap.
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Tidak hanya diperlukan pertimbangan-pertimbangan ekonomis

dan hukum saja, akan tetapi pemerintah harus:

1. Menekankan kepada instansi yang memberi pelayanan
prinsip pelayanan yang baik.

2. Memperhatikan kemampuan teknis agar mampu memberi
tingkat keadilan yang dapat diterima oleh pemakai air,
dan mengubah sikap para pemakai ailr untuk lebih dapat
menerima akan pungutan yang diperlukan; hal ini hanya
dapat dipertimbangkan apabila prinsip pelayanan ditem-
patkan dipusat kegiatan IPAIR (Depdagri, 1989).

Realitas fisik di lapangan adalah bahwa di banyak
daerah, pelayanan yang diinginkan itu dewasa ini belum
mungkin dan belum terlaksana. Penundaan penyelesaian EO&M
mendukung pernyataan ini. Namun demikian dibanyak daerah,
tanpa diragukan para petani memperoleh keuntungan dari
fagilitas-fasilitas irigasi vyang tersedia. Tetapi adanya
kekurangan air, kapasitas pembagian air yang tak memadai

di sistem induk dan tertier, dan juga adanya problem

pembuangan masih terjadi. Maka IPAIR haruslah meningkat-

kan kemampuan irigasi baik fisik maupun organisasi yang
telah ada untuk kebutuhan memberikan pelayanan yang lebih
baik.

Untuk kepentingan perencanaan IPAIR, tingkatan pela-
yvanan sistem irigasi dibedakan menjadi lima jenjang

(Depdagri, 1989). Tingkatan-tingkatan ini adalah:
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Tingkat I

Alr irigasi tersedia dengan cukup, dapat dikontrol (con-

trolable), dapat diukur (measurable) dan daerah tersebut

bebas banjir, dengan ciri-ciri teknis sebagai berikut:

1. Tersedianya air dalam jumlah yang memadai dari ja-
ringan irigasi..

2. Saluran drainase: ada dan berfungsi dengan baik.

3. Blok tersier kurang lebih 70 hektar.

4. Kontrol air: pintu-pintu air berfungsi dengan baik dan
mampu mengontrol air.

5. Pengukuran air: air vyang masuk Dblok tersier dapat
diukur (measurable}.

Tingkat II

1. Tersedianya air dalam jumlah vyang memadai dari ja-
ringan irigasi.

2. Saluran drainase: ada dan berfungsi dengan baik.

3. Pintu-pintu ailr hanya mwmampu mengontrol air sampai
blok yang luasnya diatas 200 hektar.

4. Alat pengukur air hanya ada untuk blok diatas 200

hektar.

Tingkat III

1.

Tersedianya air dalam Jjumlah vyang memadai dari ja-
ringan irigasi.
Saluran drainase: ada dan berfungsi dengan baik.

Blok tersier kurang lebih 70 hektar.
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Kontrol air: diseluruh sistem tidak berfungsi dengan
baik.

Pengukuran air vang masuk blok tersier dan di selu-
ruh sistem: tidak ada atau tidak berfungsgi dengan

baik.

Tingkat IV

1. Tersedianya air dalam jumlah yang memadai dalam ja-
ringan irigasi.

2. Saluran drainase: ada dan berfungsi dengan baik.

3. Blok tersier: tidak berfungsi dengan baik.

4, FKontrol air: di seluruh sgistem tidak berfungsi dengan
baik.

5. Pengukuran air di blok tersier dan di seluruh
sistem tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik.

Tingkat V

1. Tersedianya air dalam jumlah vyang memadai dari ja-
ringan irigasi.

2. Saluran drainase: tidak ada atau tidak berfungsi
dengan baik.

3. Blok tersier: tidak berfungsi dengan baik.

4., Kontrol air: di seluruh sistem tidak ada atau tidak
berfungsi dengan baik.

5. Pengukuran air di blok tersier dan di seluruh

sistem: tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik.

Tingkatan ini dimaksudkan untuk membedakan besarnya

iuran dilihat dari kondisi saluran irigasi. Tingkat satu
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merupakan tingkat pelayanan yang paling baik, sehingga
bagi daerah yang memiliki tingkatan pelayanan tersebut
akan dikenakan IPAIR terbesar. Kondisi pelayanan Tingkat
IV dan Tingkat V masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan
guna meningkatkan besarnya IPAIR vang akan dikenakan.
Untuk mengetahul perbedaan IPAIR dengan konsep iuran
irigasi lain, akan dijelaskan berbagai konsep iuran iriga-
si yang mirip namun tidak sama dengan IPAIR, yaitu:
2,2.,2, Harga Air
Prawirodihardjo (1987) mengemukakan bahwa dalam pasar
bersaing sempurna, petani yang rasional menganggap air
sebagai input dalam proses produksi, maka secara teknis
petani hanya memerlukan sejumlah air dalam selang tertentu
dimana produk marjinal (PM) air irigasi bernilai positif
dan lebih kecil dari produk rata-rata (PR), yaitu selang
yvang terletak pada daerah rasional antara a dan b dari
kurva produksi, seperti terlihat pada Gambar 1.
output g
{Y)

KPT

PM '

: PR

input air
(W)

Gambar 1. Selang Penggunaan Input Alr yang Rasional.
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Keterangan : KPT = Kurva Produk Total
KPM = Kurva Produk Marjinal
KPR = Kurva Pxuduk Rata-rata
g = Garis singgung dari 0 pada XPT

Petani yang rasional secara ekonomi akan menggunakan
input air sejumlah tertentu yang memberikan keuntungan
maksimum, vaitu sejumlah air yang menghasilkan nilai
produk marjinal (NPM) sebesar biaya marjinal (BM), atau

NPM = BM .............. (1)
Bila input air dan output masing masing disebut w dan y
serta selanjutnya harga air dan harga output masing-masing
disebut Pw dan Py, maka persamaan (1) dapat diubah menjadi

Py . dy = Pw ........... {2)
Dengan asumsi nilai Py tetap, maka apabila Pw = 0, supaya
persamaan (2) tetap berlaku maka dy = 0. Ini berarti bila
harga air per unit murah sekali maka penggunaan air akan
lebih banyak, yaitu bergeser ke arah nilai b. Penggunaan
air lebih besar dari b tidak dikehendaki secara teknis
karena tidak akan mendatangkan tambahan hasil. Apabila
nilai Pw naik, supaya persamaan {2) tetap berlaku, maka dy
harus naik pula. Ini berarti bila harga per unit air
naik, maka penggunaan input air akan menjadi semakin kecil
jumlahnya, yaitu bergeser ke arah nilai a. Bila harga air
terlalu tinggi sehingga petani harus menggunakan air lebih
kecil dari a, maka petani cenderung untuk tidak mengguna-
kan air sama sekali karena secara teknis ailr tersebut

tidak memadai.
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Secara fisiologis jumlah air yang dibutuhkan tanaman
juga terletak pada selang tertentu. Jumlah minimum dari
selang tersebut adalah jumlah air terkecil yang tidak akan
mengakibatkan tekanan kelembaban (moisture stress), se-
dangkan jumlah maksimum adalah sejumlah air terbesar yang
tidak mengakibatkan tanaman mati kebanjiran.

Walaupun teori dapat menuntun pada penentuan harga
air melalui penggunaan jumlah air yang dikehendaki petani
secara rasional, aplikasi teori ini tidak praktis untuk
dilaksanakan di daerah irigasi yang bersifat teknis seka-
lipun di Indonesia. Hal ini disebabkan pemberian air ke
petak sawah milik petani secara individual berlangsung
tidak melalui pintu-pintu yang dilengkapi dengan alat ukur
melainkan berlangsung dari petak satu ke petak lainnya.

Apabila petak tersier dianggap sebagai unit petak
dalam pemberian air, pelaksanaan dari teori diatas juga
masih sulit dilaksanakan karena hambatan faktor teknis,
administratif, dan kelembagaan. Hambatan faktor teknis
berupa tidak tersedianya alat ukur di setiap pintu tersier
dan tidak adanya tenaga yang dapat melaksanakan pencatatan
jumlah air pada waktu yang ditentukan dan dapat dipercaya.
Hambatan faktor administratif berupa tidak tersedianya
perangkat keras dan lunak untuk melakukan administrasi
dalam penentuan dan pengumpulan iuran air dari setiap
petak tersier. Sedangkan hambatan kelembagaan terutama

berupa lemahnya kerjasama antara petani pemakai air dalam
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satu petak tersier. Apabila hambatan-hambatan tersebut
dapat diatasi, penggunaan petak tersier sebagail unit
pengukuran pemberian air tidak mustahil dapat dilaksana-
kan.
2.2.3. Pajak Air

Sebagaimana bentuk pajak yvang lain, pajak air dikena-
kan kepada para pemakai air. Dalam hal ini nilai pajak
air tidak didasarkan pada biaya pengadaan air, kemampuan
pemakai ailr, atau jumlah manfaat yang diterima. Tetapi
lebih banyak didasarkan pada pertimbangan untuk menarik
dana dari masyarakat bagi pewmbiayaan pembangunan. PEB
sebenarnya mencakup juga pajak air ini, karena di dalamnya
dipertimbangkan apakah tanahnya beririgasi atau tidak.
Perbedaannya dengan IPAIR adalah bahwa uang yang dipungut
melalui pajak air ini dialokasikan pada pembangunan secara
umum, tidak dikhususkan untuk pembangunan atau pemeliha-
raan jaringan irigasi.
2.2.4. Jasa Air

Jasa air juga dikenakan pada masyarakat yang telah
menerima jasa alir. Bedanya adalah jasa air didasarkan
pada besar dan jenis manfaat yang diterima. Misalnya
nilai jasa untuk pertanian, akan berbeda dengan nilai jasa
air untuk kepentingan rumahtangga atau industri. Perbe-
daan dengan IPAIR, konsep Jasa air ini lebih luas, karena
mencakup juga berbagai macam kepentingan di luar sektor

pertanian.
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2.3. Pendekatan Pengenaan Iuran Pelayanan Irigasi
Untuk menentukan berapa besarnya iuran yang harus

dibayar oleh pemakal air, Prawirodihardjo (1987) mengemu-

kakan beberapa pendekatan yang dapat dipakai. Pendekatan-
pendekatan tersebut adalah:

(1) Atas dasar biaya pengadaan air.

Besarnya iuran ditentukan atas dasar keperluan untuk
menarik kembali biaya investasi dan biaya O&P dan
keuntungan atau sebagian daripadanya. Melalui pende-
katan ini, persoalan yang muncul adalah adanya ke-
cenderungan mengabaikan besarnya manfaat yang sesung-
guhnya diterima oleh pemakai air yang kecenderungannya
rendah, dan tingkat kemiskinan dari para pemakai air
irigasi, yang sedemikian rupa keadaannya sehingga
tidak wajar Jjika dibebani iuran untuk mengembalikan
biaya secara sepenuhnya. Disamping itu pengaruh
pengenaan iuran atas dasar ini terhadap tingkat konsum-
si masyarakat juga perlu dipertimbangkan.

(2) Atas dasar manfaat yang diterima oleh pemakai air.
Pendekatan ini harus dilakukan dengan mengingat perlu-
nya pemakai air itu untuk dapat menikmati sebagian
dari manfaat yang diterima tersebut. Dengan perkataan
lain, besarnya iuran hanya mencakup sebagian dari
manfaat yang diterima itu. Besarnya manfaat yang
dipercleh dihitung dari selisih antara pendapatan

bersih usahatani dengan air i1lrigasi dikurangi dengan
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pendapatan bersih usahatani tanpa air irigasi. Melalui
pendekatan ini perlu mempertimbangkan pula adanya
biaya yang bertambah besar sebagai akibat penggunaan
tenaga kerja keluarga yang lebih besar dan adanya
biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat diukur dengan
uang.

Atas dasar kemampuan membayar.

Dalam pendekatan ini diperlukan data tentang penda-
patan bersih usahatani yang distratifikasi sedemikian
rupa untuk dapat mengidentifikasikan petani yang
dianggap tidak mampu membayar iuran karena luas lahan
usahataninya yang terlalu sempit atau kurang subur.

Dalam menbahas pendekatan untuk menentukan besgarnya

iuran, Torres (1975) dalam Prawirodihardjo (1987) mengemu-

kakan adanya tiga pendekatan yaitu:

(1)

Pendekatan Resource Cost (biaya produksi air}.
Pendekatan ini pada prinsipnya sama dengan pendekatan
atas dasar biaya pengadaan air irigasi, yaitu dengan
memperhitungkan kebutuhan biaya kontruksi dan biaya
0&P yang diperlukan untuk menghasilkan per unit air.
Biaya rata-rata per unit air tersebut kemudian di-
pakai sebagal ukuran besarnya iuran.

Pendekatan Institutional Price {(harga institu-

sional) .




(3)
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Pada pendekatan ini tarif iuran ditentukan atas dasar
luas areal yang mendapat air dalam satuan hektar, jadi
tidak bergantung pada jumlah air yang digunakan.
Pendekatan Opportunity Cost (biaya alternatif) .
Opportunity Cost adalah peluang untuk memperoleh
pendapatan bersih dari pemakai air pada alternatif
penggunaan yang paling menguntungkan. Bila ada Oppor-
tunity Cost, maka penentuan harga air yang terbaik
adalah sebegar harga optimal yang akan terjadi pada
alternatif penggunaan yang paling menguntungkan.
Penentuan harga air diatas atau dibawah harga optimal
ini akan mengakibatkan penggunaan air tidak efisien.

Sedangkan Direktorat Jendral Administrasi Umum dan

Otonomi Daerah Depdagri (1989) mengajukan empat pilihan

iuran di dalam IPAIR, yaitu:

(1)

(2)

Area Based Fees {(Iuran rata-rata per hektar).

(1} Pilihan ini dapat disebut sebagai pendekatan
persamaan minimal (Minimum Equity Approach) yang
didasarkan pada areal tanpa menghiraukan tingkat-
tingkat pelayanan.

(2} Pemberian jaminan adanya pelayanan minimal
terhadap seluruh areal, yaitu pemberian air yang
cukup untuk intensitas tanam yang telah ditentu-
kan.

Flat Fee per Unit of Water (iuran rata-rata per

gatuan air) .
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(3) Bulk-Volume per Tertiery Units (petani membayar untuk
jumlah air yang mereka terima untuk setiap blok tersi-
er) .

(4) Individual Volumetric (petani membayar berdasarkan
air yang mereka terima secara individu).

Pilihan pertama atas dasar Area Based Fees atau dasar
areal. Sedangkan pilihan kedua sampai keempat berdasarkan
Volumetric Based Fees atau berdasarkan volume. Pilihan-
pilihan ini dapat dinilai atas dasar isyu berikut:

(1) Tersedianya air ke sistem. Jika air itu melimpah,
pilihan itu akan sederhana yaitu pilihan (1) .

(2) Kemampuan pengendalian air atau kemampuan sistem
mengukur air. Jika kemampuan mengendalikan air itu
tinggi, IPATIR dapat memperkenalkan pilihan pelayanan
vang lebih tinggi, misalnya pilihan (3) Bulk-Volume
per Tertiery Units

(3) Permintaan air untuk keperluan non irigasi.

Dari keempat pilihan tersebut, sebenarnya pilihan (3)
adalah pilihan yang sesungguhnya atau sesuai dengan ran-
cangan irigasi di Indonesia. Namun saat ini tingkatan-
tingkatan pelayanan dalam sistem irigasi belum memungkin-
kan upaya memperkenalkan pilihan SM/EO&M ({(pilihan 3) dalam
areal yang besar. Sehingga yang dipergunakan saat ini
adalah pilihan (1) yang menggunakan pendekatan persamaan
minimal. Pendekatan ini berasal dari perbaikan non EO&M,

vang didefinisikan sebagai jaminan pelayanan pemberian air
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terhadap blok-blok yang telah ditetapkan di dalam sistem
agar dapat mewujudkan intensitas tanam minimum dalam satu
putaran tahun tanam secara utuh. Walaupun pilihan yang
berkiblat pada areal (1) ini wmemiliki hubungan yang kecil
dengan pelayanan dan pertanggungjawaban (Mutual Account-
ability) dibanding dengan pilihan (3), namun pilihan (1)
adalah yang paling sederhana pelaksanaannya baik dalam
kebijaksanaan dan dalam kelembagaannya. Pendekatan ini
hendaknya dianggap sebagal tingkatan jangka pendek yang
perlu dikembangkan ke arah pendekatan jumlah air per unit
(pilihan 3) untuk perencanaan jangka panjang. Karena
dalam jangka panjang air semakin menjadi barang langka
sehingga dalam pemanfaatannya perlu diperhitungkan besar-
nya pemakaian air. Pilihan (3) merupakan pilihan yang
digunakan karena merupakan pilihan optimal dalam kemampuan

rancangan sistem yang ada sekarang {(Depdagri, 1989).

2.4. Besarnya Iuran Irigasi di Daerah Percontohon di

Indonesia

Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) merupakan salah satu
komponen dari sub sektor proyek irigasi. Secara keselu-
ruhan proyek tersebut mendukung kebijaksanaan pemerintah
dalam Operasi dan Pemeliharaan (O&P). Sejak musim tanam
1989/1990 dan 1990/1991 pemerintah memperkenalkan program
IPAIR pada empat kabupaten di Indonesia sebagai daerah

percontohan yaitu Subang (Jawa Barat}, Sukoharjo (Jawa
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Tengah), Nganjuk (Jawa Timur} dan Sidrap (Sulawesi Sela-
tan). Pemilihan daerah percontohan antara lain didasarkan
pada produksi pertanian, pendapatan petani, dan pembayaran
serupa IPAIR yang berlaku.

Dari survey pertanian tahun 1989 diperoleh informasi
begsarnya produksi rata-rata per hektar, dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata Produksi Padi Daerah Survey Per Hektar
Per Tahun, 1988.

Daerah Survey Rata~rata Produksi Pexr Ha Per Tahun (Teon)
Subang 13,60
Sukoharjo 13,00
Nganjuk 13,08
Sidrap 11,24
Sumbex : ISF Farm Survey 1989 dalam Depdagri 1990k
Keterangan : Produksi gabah dalam bentuk kering panen

Dari Tabel 1 dapat dilihat rata-rata produksi padi di
daerah survey pada dua kali musim tanam padi sebesar 12,73
ton. Produksi padi per hektar terbesar yaitu di Kabupaten
Subang.

Rata-rata pendapatan petani sebagian besar diperoleh
dari dua kali musim tanam, hanya sedikit petani yang
menanam dalam tiga kali musim tanam. Petani yang menanam
pada tiga kali musim tanam terdapat di Kabupaten Sukoharjo

dan Nganjuk. Sehingga besar pendapatan rata-rata terbesar



26

adalah di Kabupaten Sukoharjo kemudian Kabupaten Nganjuk.
Begsar pendapatan rata-rata dalam satu tahun seperti terli-

hat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan Petani Xabupaten Subang,
Sukoharjo, Nganjuk, dan Sidrap, 1988/1989.

Daexah Survey Rata-rata Pendapatan per tahun (Rp)/Hektar
Subang 1 618 018
Sukocharjo 2 523 468
Nganjuk 2 389 720
Sidrap 1 441 035
Sumber : ISF Farm Survey 1989 dalam Depdagri 1990b.

Dari hagil survey 1989 tersgebut juga diketahui besar
iuran potensial yang bisa dikenakan kepada petani yaitu
sebesar 2,5 persen dari pendapatan. Subang sebesar
Rp 40 450, Sukoharjo Rp 63 087, Nganjuk Rp 58 993, dan
Sidrap Rp 36 026. Besar iuran tersgebut merupakan iuran

maksimum yang dapat dipungut dari petani.



Il. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kemampuan Petani Membiayai Iuran Pelayanan Irigasi

Salah satu dasar penetapan begarnya IPAIR adalah
kemampuan petani untuk membayar iuran. Kemampuan ini
penting untuk menjadi dasar penetapan mengingat pening-
katan kesejahteraan petani tetap menjadi perhatian utama.
Jika kemampuan faktor ini tidak diperhatikan, justru bisa
terjadi iuran yang ditetapkan memberatkan petani dan
menurunkan tingkat pendapatannya.

Menurut Prawirodihardjo (1987) ada tiga pendekatan
yvang dapat dipakai dalam menetapkan iuran yaitu (1) pende-
katan atas dasar biaya pengadaan air, (2) atas dasar man-
faat yang diterima petani, dan (3} atas dasar kemampuan
membayar iuran. Penelitian ini mencoba menganalisis
pendekatan yang ketiga yaitu kemampuan petani membayar
iuran.

Kemampuan petani membayar iuran didefinisikan sebagai
keadaan dimana petani telah mampu membayar tarif IPAIR per
tahun yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk anali-
sis ini diperlukan data tentang pendapatan usahatani, dan
pengeluaran usahatani. Gambaran kemampuan petani memba-
yar iuran dihitung berdasar selisih antara pendapatan
keluarga petani dengan pengeluaran keluarga petani (possi-
ble saving). Artinya petani dianggap mampu jika tarif
IPAIR lebih kecil atau sama dengan besar kemampuan mena-

bungnya.
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3.2. Besarnya Iuran yang Harus Dibayar Oleh Petani

Tarif IPAIR didasarkan pada sistem anggaran menurut
kebutuhan. Iuran diperhitungkan berdasarkan kebutuhan
riil dan untuk O&P bangunan irigasi. Biaya tersebut harus
disepakati manajer sistem irigasi dan gabungan P3A untuk
irigasi yang bersangkutan. Biaya-biaya yang diajukan oleh
pengelola irigasi harus dikemukakan lebih awal sehingga
para pemakal dapat memberikan tanggapan terhadap keselu-
ruhan biava tersebut.

Pembayaran IPAIR diharapkan mendasarkan pada jumlah
air yang diberikan kepada unit tersier untuk mencapai
intensitas tanam tertentu. Jika intensitas tanam kurang
dari yang telah disepakati akibat kekurangan air dari
irigasi bersangkutan maka pembayaran harus dikurangi.

Sisl pengecualian atau kegagalan semacam ini perlu
ditegaskan. Hal ini akan berbeda-beda untuk setiap sistem
bergantung pada tersedianya air. Pedoman dan ketentuan
dalam bentuk peraturan sangat diperlukan agar setiap
anggota P3A dapat menyampaikan pembuktian bahwa kondisi
pelayanan tidak sesuai dengan rencana.

Penentuan biaya 0&P adalah di bawah pengawasan pani-
tia irigasi kabupaten. Beberapa penelitian lima tahun
terakhir di berbagai tempat di Jawa menunjukkan bahwa
iuran yang dipungut berdasarkan biliaya 0&P agar sistem
irigasi itu dapat berjalan dengan baik antara Rp 40 000

sampai Rp 60 000 per hektar.
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Untuk menghitung besarnya IPAIR, digunakan rumus

sebagai berikut {(Depdagri, 1990a):

ISF TARIF = I x SOF x BFF x CC

Dimana:

I :  Introduction
Indek tahun penerapan (diasumsikan memasuki
tahun 1, jadi I = 0,5)

SOF : Service Orientation Factor (Faktor Orientasi
Pelayanan)

BEFF : Basic Flat Fee
Anggaran berdasarkan untuk O&P tahunan (Needs
Based Budget = NBB)dari areal yang direncanakan
(Planned Area = PA) untuk diairi.
Jadi BFF = NBEB : PA

ccC : Cost of Collection (biaya pungutan termasuk
biaya administrasi, biaya registrasi, tagihan,
dan lain-lain). Diperkirakan sebesar Rp 3 000

sampai Rp 4 000 per hektar.

3.3. Kesediaan Petani Membayar Iuran Pelayanan Irigasi

Jika kita melihat kemampuan petani membayar iuran,
maka yang terlihat hanyalah faktor-faktor ekonomi yang
berpengaruh, seperti luas lahan, hasilnya, intensitas
tanam, pasar dan harga, serta tingkat pendapatan dan
kebutuhan hidup. Lain halnya dengan kesediaan petani
membayar iluran irigasi, bukan hanya faktor ekonomi tetapi
juga banyak faktor sosial yang berpengaruh. Sebab tidak
sedikit petani yang mampu membayar iuran, tetapi tidak
bersedia membayar iuran.

Dalam kasus IPAIR, faktor-faktor lain yang berpenga-
ruh terhadap kesediaan petani membayar iuran adalah ting-

kat pelayanan irigasi dan kepercayaan petani terhadap P3A.
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Faktor tingkat pelayanan akan berpengaruh , sebab iuran
petani pada dasarnya adalah pembayaran bagi pelayanan
irigasi yang diterimanya. Sedangkan kepercayaan petani
terhadap P3A juga akan sangat berpengaruh terutama apabila
petani merasakan manfaat pelayanan yang diberikan oleh
P3A.

Dalam konsep IPAIR, kesediaan membayar dianggap
sebagai indikator sosial yang dicoba diatasi dengan meli-
batkan petani dalam perencanaan dan operasi (Depdagri,
1589} .

Lebih jelasnya, faktor-faktor yang diduga akan
berpengaruh terhadap kesediaan petani membayar iuran
adalah sebagai berikut:

1. Status Ekonomi

Status ekonomi digunakan untuk melihat kemampuan
petani membayar iuran. Diduga faktor ini berpengaruh
terhadap kesediaan petani membayar iuran.

2. Tingkat Pendidikan

Dari beberapa penelitian yang mempelajari faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi petani terhadap suatu
program pembangunan, umumnya faktor pendidikan memperli-
hatkan pengaruh nyata. Hal ini dimungkinkan, karena
dengan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan
semakin mudah menerima informasi, akan semakin luas wawa-
gsannya, dan semakin tanggap terhadap rangsangan yang

datang dari luar.
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3. Pengetahuan Petani Terhadap Program IPAIR

Faktor ini diduga dapat berpengaruh terhadap pengam-
bilan keputusan petani untuk membayar iuran atau tidak.
Dengan mengetahui secara jelas segala sesuatu tentang
IPAIR, petani akan semakin tahu tujuan dan manfaat yang
akan diperolehnya.
4., Peranserta Petani Dalam Pelaksanaan Program IPAIR

Peranserta adalah keterlibatan petani secara aktif
sejak perencanaan hingga implementasi O&P irigasi. Bentuk
keterlibatan bisa dalam bentuk aktif di P3A, mengikuti
penelusuran jaringan, mengikuti pertemuan P3A, atau ketika
O&P irigasi. KXonsep IPAIR sangat menekankan keterlibatan
penuh petani dalam perencanaan dan operasi. Semakin
tinggi tingkat peranserta petani, maka diduga akan semakin
mudah bagi petani untuk membayar iuran.
5. Tingkat Pelayanan Irigasi

Faktor ini diduga akan sangat berpengaruh. Semakin
tinggi tingkat pelayanan, dalam arti petani menerima air
dengan lancar (tepat waktu dan tepat jumlah), petani akan
bersedia untuk membayar iuran.
6. Kepercayaan Terhadap P3A

Faktor ini diduga akan berpengaruh mengingat pera-
nannya yang besar dalam pelaksanaan IPAIR, terutama dalam
pemungutan dan pengelolaan iuran dari petani. Petani akan
bersedia membayar iuran jika P3A yang mewadahinya dapat

dipercaya.
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7. Tanggapan Masyarakat terhadap Program-program Peme-

rintah

Mengingat kesediaan membayar iuran merupakan proses
sosial, maka penting untuk dilihat pengaruh nilai atau
norma yang berlaku di masyarakat terhadap pengambilan
keputusan petani untuk bersedia membayar iuran. Dalam hal
ini, jika norma yang berkembang cenderung mendukung atau
berprasangka bailk terhadap setiap program pemerintah, maka
bisa diduga bahwa masyarakat petani akan bersedia membayar

iuran.

3.4. Progsedur Jalannya Pembayaran dan Penarikan IPAIR
Pada dasarnya rencana kegiatan dan biaya O&P serta
besarnya IPAIR ditetapkan secara musyawarah oleh Badan

Musyawarah IPAIR (BAMUS}, dengan prosedur sebagai berikut

(Depdagri, 1989):

1. Petani atau P3A atau Gabungan P3A bersama-sama
dengan cabang Dinas PU Pengairan melakukan penelu-
suran lapangan (System Walkthrough-SWT).

2. Berdasarkan hasil SWT, gabungan P3A dan Cabang Dinas
PU pengairan menyusun:

a) . Rencana kegiatan O&P.
b) . Rencana biaya O&P berdasarkan prinsip Needs Based
Budget (NBB), baik untuk kegiatan operasi maupun

untuk kegiatan pemeliharaan.
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3. Rencana kegiatan O0&P dan rencana biayanya yang telah
disetujui kedua belah pihak disampaikan kepada BAMUS
untuk dibahas dan mendapat persetujuannya.

4. Sesudah mendapat persetujuan BAMUS selanijutnya Bupati
atau Ketua BAMUS menetapkan:

a) . Rencana kegiatan 0&P yang dibiayai dana IPAIR
b). Iuran Dasar (Basic Flat Fee - BFF)
¢) . Rencana vang berhubungan dengan pelayanan

Sesudah prosedur tersebut dilaksanakan, maka diimple-
mentasikan dua sampai empat minggu sesudah masa tanam
dimulai. Gabungan P3A dan Cabang Dinas PU Pengairan
menyusun Daftar Areal Tanam (DAT). Selanjutnya, sebulan
sebelum panen dimulai, disusun Daftar Areal Panen (DAP),
dan mengadakan evaluasi bersama tentang realisasi pelaksa-
naan tingkat pelayanan yang disampaikan kepada Dipenda
Tingkat IT dan Instansi lain yang bersangkutan.

Pada awal tahun tanam, berdasarkan data dari DAT dan
rencana tingkat pelayanan, Dipenda Tingkat II mengeluarkan
Surat Pemberitahuan Iuran (Payment Reguest) untuk satu
tahun tanam kepada P32 vang bersangkutan. Berdasarkan
data dari DAP dan hasil evaluasi, Dipenda Tingkat II
mengeluarkan Surat Tagihan Iuran untuk musim tanam terten-
tu kepada P3A yang bersangkutan (Assessment Bill).

Kemudian dilakukan penarikan iuran dan insentif untuk
petani yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah, dengan

prosedur sebagal berikut:
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1. P3A memungut atau mengumpulkan iuran dari para
petani pemakai air berdasarkan luas sawah vang mereka
garap (Flat Fee Per Hektar). Uang yang diterima
dibukukan dalam buku iuran dan secara berkala dibuat
rekapitulasinya. Surat tagihan ditandatangani juga
oleh Kepala Desa.

2. Petani yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah
mendapat potongan secara otomatis sebanyak sepuluh
persen dari iuran yang harus dibayar.

3. Kepada petani yang membayar iuran dikeluarkan tanda
terima yang ditandatangani oleh pengurus P3A.

4. P3A wajlib menyetor iuran yang telah diterimanya secara
bruto (sesudah dikurangi potongan otomatis kepada
petani yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah)
kepada Kas Daerah TK II melalui BRI atau bank lain
yang mempunyai Kantor Unit Desa yang ditunjuk oleh
Pemda, selambat-lambatnya lima hari sesudah iuran
tersebut diterima.

Dana IPAIR dibukukan dalam APBD Tingkat II sebagai
penerimaan retribusi Daerah Tingkat II. Dana IPAIR ini
hanya boleh dipakai untuk biaya O&P dari sistem irigasi
yvang bersangkutan. Karena itu pada APBD dicantumkan pos
pengeluaran untuk O&P sistem irigasi sebesar dana IPAIR
yang diterima. P3A yang aktif dalam pengumpulan iuran
mendapat insentif sebesar lima persen dari iuran yang

berhasil dikumpulkannya. Bagian Keuangan atau Kas Daerah
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wajib membayar insentif tersebut selambat-lambatnya tujuh
hari sesudah daftar rekapitulasi iuran diterima dari P3A
yvang bersangkutan.

Selanjutnya tata cara pemungutan IPAIR dan penge-
luaran untuk kegiatan O&P ditetapkan lebih lanjut dengan
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Sebelum berakhir masa
pemungutan, BAMUS IPAIR melakukan evaluasi atas hasil
pungutan di dalam daerah kewenangannya dan mengambil
tindakan perbaikan atau penyempurnaan seperlunya (Depda-

gri, 1989).
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IV. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan studi
kasus, yvang mempunyai sifat yang khas mempertahankan
keutuhan dari kelompok obyek yang diteliti, dalam arti
bahwa obyek yvang diteliti adalah tetap dalam satu kesatuan
utuh yang terintegrasi. Dengan demikian akhir penelitian
beserta kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku pada
lokasi penelitian dan lokasi lain yang mempunyai kesamaan
kondisi dengan lokasi penelitian, serta bagi penelitian

yang menggunakan asumsi-asumsi yang sama pula.

4.2. Waktu dan Lokasi Praktek Lapang

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober - November
1993. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berda-
sarkan pada daerah irigasi yang akan dilaksanakan uji coba
program IPAIR tahap pertama pada tahun anggaran 1593/1994,
yvaitu di Daerah Irigasi Judeg Lodoyo Kabupaten Blitar Jawa

Timur.

4.3. Metode Pengambilan Contoh

Mengingat daerah irigasi ini mencakup wilayah luas
baku sawah yang cukup luas yaitu 2 105 hektar, maka dengan
keterbatasan yang ada, baik dalam hal dana, tenaga dan
waktu, maka praktek lapang ini akan dipusatkan pada satu
saluran tertier, karena akan mempermudah dalam perhitungan

0&P serta dalam wadah yang sama yaitu P3A.
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Petani contoh diambil dari petani dengan cara pengam-
bilan contoh acak sederhana ( Simple random sampling).
Pengambilan contoh secara acak dilakukan dengan tabel
random terhadap kerangka sampling yang dibuat terhadap
setiap stratadari populasi petani pemilik penggarap dan
atau penggarap, dengan alasan petani tersebut yang ditarik
IPATR.

Untuk dapat menggambarkan kemampuan petani membayar
iuran irigasi, perlu dilakukan data yang distratifikasi
yvang menyangkut luas lahan garapan. Dari data petani
contoh yang telah diperoleh, kemudian dilakukan pengelom-
pokan berdasarkan luas lahan garapan yaitu:

(1) Golongan I dengan petani yang mempunyail luas lahan
kurang dari setengah hektar.

(2} Golongan II dengan petani yang mempunyai luas lahan
antara setengah hingga satu hektar.

(3) Golongan III dengan petani yang mempunyai luas lahan
lebih dari satu hektar (Wiradi, G. Tanpa tahun)

Perbedaan pengelompokan petani berdasarkan lahan
garapan tersebut selain bertujuan untuk mengidentifikasi
petani yang dianggap tidak mampu membayar, juga untuk

melihat distribusi pendapatannya.

4.4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data

sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode wawanca-
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ra langsung dari petani dan informan kunci antara lain
terdiri dari pejabat pemerintahan di tingkat desa, cabang
dinas PU Pengairan, c¢abang seksi, serta para pemimpin
informal yang dapat memberikan informasi yang betul-betul
mereka kuasai. Data sekunder dikumpulkan melalui kantor-
kantor pemerintah daerah dan instansi-instansi yang berhu-
bungan dengan materi penelitian yaitu : Dinas Pengairan,
Dinag Pertanian Tanaman Pangan, Pemerintah Daerah Tingkat
II Kabupaten Blitar.

Data primer yang akan diambil antara lain meliputi:
Karakteristik responden, data usahatani, data pendapatan
keluarga petani, data pengeluaran/konsumsi baik untuk
makanan maupun bukan makanan, data asset yang dimiliki
keluarga, partisipasi petani dalam pengelolaan, pengeta-
huan petani tentang IPAIR, faktor yvang ber-pengaruh terha-
dap partisipasi petani membayar IPAIR, dan lain-lain.

Data pendapatan usahatani dihitung pada jenis komodi-
ti yang diusahakan petani di lahan irigasi dalam satu
musim tanam, kemudian dikali dengan frekwensi tanam dalam
12 bulan terakhir. Kemudian dikurang dengan biaya produk-
si usahatani lahan beririgasi tersebut. Data pendapatan
keluarga petani di-dapatkan dari keuntungan bersih usaha-
tani non irigasi ditambah dengan pendapatan di luar usa-
hatani yang didapatkan dengan menanyakan penerimaan yang
didapat dari aktifitas yang dilakukan perhari. KXemudian

hasil tersebut dikalikan dengan frekwensi aktifitas terse-
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but dilakukan dalam seminggu, atau dalam sebulan, kemudian
dihitung keseluruhannya untuk 12 bulan terakhir. Data
pengeluaran konsumsi keluarga untuk bahan makanan dihitung
per minggu, kemudian dihitung keseluruhannya untuk seta-
hun. Sementara data pengeluaran konsumsi untuk bukan
makanan diukur selama 12 bulan terakhir.

Data pengeluaran konsumsi meliputi pengeluaran kon-
sumsi keluarga untuk konsumsi sehari-hari (bahan makanan,
bahan penyegar, rokok), kebutuhan dasar selain maka-
nan/konsumgi jangka panjang (pakaian, perumahan, pendidi-
kan, kesehatan), dan kebutuhan sekunder {(untuk pesta,
perayaan, pajak pemakaian dan premi asuransi, rekreasi dan
olah raga, dan lain-lain), yang terakhir adalah kebutuhan
untuk membayar iuran dan pajak (PBB, Listrik).

Data sekunder meliputi: Data jaringan induk lokasi
penelitian, rencana dan realisasi pembagian air, susunan
organisasi panitia irigasi induk - tertier, Peraturan-
peraturan dalam pengelolaan irigasi, norma dan sangsi,
Tata cara pengelolaan irigasi tingkat tertier: Blangko
yang digunakan, hal-hal yang harus dilaporkan, bentuk
dan cara pelaksanaan 0&P, aktifitas penyuluhan, dan lain-
lain.

Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara wawancara
terbuka vang terbatas khususnya kepada informan, dalam
arti bahwa pewawancara menggunakan beberapa pertanyaan

pokok untuk melihat kebenaran data yang diperoleh. Sedang
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untuk responden digunakan kuisioner yang telah disusun

sesual tujuan penelitian.

4.5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.
Analisis kuantitalf dilakukan dengan B/C Ratio, dan meng-
gunakan ISF (Irrigation Service Fee). Dari hasil analisis
kuantitatif dikembangkan analisis kualitatif. Data yang
bersifat kualitatif setelah disusun dalam bentuk tabulasi
dianalisis secara deskriptif. Untuk mengetahui besarnya
tabungan, dilihat dari keragaan usahatani dengan mengguna-
kan analisis usahatani, yang meliputi analisis biaya
produksi, penerimaan dan pendapatan serta pengelu-
aran/kebutuhan hidup petani dan keluarganya (Tjakrawira-
laksana, A. 1983).

Untuk melihat manfaat dari adanya irigasi dilihat
melalui perbandingan B/C rasio dari lahan usahatani sebe-
lum adanya saluran irigasi dan sesudah adanya saluran
irigasi. Nilai ratio B/C ini menunjukkan besarnya keun-
tungan vyang diperoleh petani dengan pengeluaran satu
gatuan biava. Semakin besar nilai B/C ratio semakin
menguntungkan usahatani tersebut. Pengukuran B/C rasio
ini bertujuan untuk mengukur besarnya manfaat ekonomi yang
diperoleh dari penggunaan sarana irigasi. Secara matema-

tig, B/C ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:
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(Y . Py) - £ (Xi . PXi)

B/C =
Z (Xi . Pxi)
dimana:
Y = Produksi total yang dihasilkan
Py = Harga produk yang dihasilkan
X1 = Input yang digunakan dalam proses produksi
Pxi = Harga input yang digunakan

Untuk mengetahui besarnya Kemampuan Menabung Keluarga
Petani digunakan rumus usahatani yaitu:
Pendapatan Keluarga Petani

Y = I Pi + £ NPj

dimana:

Y = Total pendapatan keluarga

P = Pendapatan dari usahatani lahan irigasi

NP = Pendapatan dari usahatani non irigasi dan usaha di

sektor luar pertanian

Adapun rincian dari masing-masing sektor tersebut
adalah sebagai berikut. Sumber sektor pertanian terdiri
dari : Usahatani di lahan beririgasi, dan usahatani di
lahan non irigasi yaitu: usahatani tanaman semusim, usa-
hatani di pekarangan dan tanaman semusim, usaha peter-
nakan. Kegiatan berburuh tani, juga dimasukkan dalam
usaha-tani non irigasi yang dalam perhitungannya dimasuk-
kan dalam pendapatan keluarga petani. Sumber pendapatan
dari sektor diluar pertanian adalah: Perdagangan, usaha
ang-kutan, industri rumah tangga, dan kegiatan lain diluar
pertanian. Pendapatan di luar sektor pertanian merupakan
penjumlahan pendapatan dari masing-masing anggota rumah

tangga yvang bekerja diluar sektor pertanian.
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Pendapatan Usahatani

P = g.Hg - £ xi.Hxi
dimana:
P = Pendapatan usahatani sawah beririgasi
Hg = Harga :Output
Hx = Harga input
g = Output
X = /linput

Pendapatan total keluarga secara garis besar

dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi dan tabungan

dimana:

Kemampuan menabung keluarga (Rp/Th)

wn
noa

I Pendapatan keluarga (usahatani irigasi, non irigasi
dan non usahatani)
C = Pengeluaran keluarga (konsumsi)

Kemampuan petani membayar IPAIR dianalisis melalui
kemampuan menabung petani dan dibandingkan dengan besarnya
iuran yang seharusnya dikenakan serta beban-beban yang
telah ditanggung oleh petani sehubungan dengan adanya
gsarana irigasi.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kesediaan petani membayar iuran serta kemampuan
P3A dalam pelaksanaan IPAIR, digunakan metode tabulasi dan
deskriptif, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan
langsung dilapangan.

Untuk menghitung besarnya IPAIR, digunakan rumus

o

sebagai berikut:

ISF TARIF = I x SOF x BFF + CC
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Dimana:
T : Introduction

Indek tahun penerapan (diasumsikan memasuki tahun

1, jadi I = 0,5)

SOF : Service Orientation Factor (Faktor Orientasi

Pelayanan) Nilai SOF dapat diperoleh dari:

SLI : Service Level Faktor untuk sistem lrigasi
yang bersangkutan dengan urutan sebagai
berikut:

100 % untuk level 1
85 % untuk level 2
65 % untuk level 3

SLD : Service Level Factor for Drainage
100 % untuk yang tidak punya problem drai-
nase dan 80 % untuk yang punya problem
drainase.

SLT : Service Level Factor for Tertiary Develop-
ment.

100 % untuk yvang tersiernyva sudah baik 80 %
untuk yang tersiernya belum baik; dan hal
tersebut diluar jangkauan petani.

R : Reduction Factor (faktor pengurangan sehu-
bungan dengan terdapatnya perbedaan hasil
antara rencana pelayanan pada awal tahun
siklus tanam dan pelayanan nyata yang
diperoleh secara riil pada saat panen.

Faktor ini diperhitungkan berdasarkan musim.

R = 1,00 untuk hasil 95 % - 100 %
R = 0,80 untuk hasil 85 % - 95 %
R = 0,65 untuk hasil 75 % - 85 %
R = 0,50 untuk hasil 65 % - 75 %
R = 0,00 untuk hasil di bawah 65 %

Sn : Season Factor
Digunakan untuk mendistribusikan iuran pada
musim basah dan musim kering dalam siklus
tanam tahunan.
Dua kali musim tanam, MH = 0,4 dan MK = 0,6
Tiga kali musim tanam, MH = 0,28 ; MK I =
0,35 ; MK IT = 0,39
CIF : Cropping Intensity Factor
Faktor ini adalah Cn/CI, dimana Cn adalah
realisasi dari Daftar Areal Panen, dan CI
adalah intensitas rata-rata dari cropping.
WSF : Water Security Factor
WSF = 1 untuk sistem dengan sungai
WSF = 1,25 - 1,5 sistem dengan reservoir
WSF = 2 untuk sistem irigasi pompa
Jadil SOF = SLI x SILD x 81T x R x Sn x (CIF x WSF
BFF : Basic Flat Fee
Anggaran berdasarkan untuk O&P tahunan (Needs
based budget = NBB) dari areal vyang direncanakan
(Planned Area = PA) untuk diairi.
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Jadi BFF = NBB : PA

Cost of Collection (biaya pungutan termasuk biaya
administrasgi, biaya registrasi, tagihan, dan
lain-lain. Diperkirakan sebesar Rp 3000 sampai
Rp 4000 per hektar (Depdagri, 1990a).

Definisi Operasional

Batasan dan pengertian dari konsep-konsep vyang

digunakan dalam mengukur kemampuan petani membayar Iuran

Pelayanan Irigasi, meliputi:

1.

Penerimaan usahatani.

Penerimaan usahatani lahan beririgasi yang merupakan
nilai total dari produk yang diterima petani (hasil
perkalian antara produk total yang diterima petani
dengan harga jual di tingkat Usahatani).

Pengeluaran usahatani

Pengeluaran usahatani ada dua macam, yaitu pengeluaran
tunai dan pengeluaran yang diperhitungkan. Pengelua-
ran tunai adalah pengeluaran yang dibayar petani
dengan uang, seperti pembelian sarana produksi dan
alat-alat pertanian, upah tenaga kerja, sewa tanah,
sewa ternak/traktor, dan penurunan nilai inventaris.
Pengeluaran yvang diperhitungkan merupakan perhitungan
berapa sebenarnya pendapatan petani kalau nilai tenaga
kerja dan bunga modal diperhitungkan (Soehardjo dan

Patong, 1973 dalam Rinadi, 1989). Dalam penelitian

ini yang digunakan konsep pengeluaran tunai.
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Pendapatan usahatani.

Pendapatan usahatani merupakan pengurangan antara
penerimaan usahatani dengan pengeluaran usahatani.
Pendapatan keluarga tani.

Merupakan penjumlahan seluruh penerimaan keluarga,
baik yang bersumber dari usahatani lahan irigasi,
ugahatani non irigasi, maupun dari luar usahatani.
Pendapatan bersih keluarga tani = kemungkinan menabung
kemampuan petani membayar IPAIR. Pendapatan bersih
keluarga tani merupakan seligih (total) pendapatan
keluarga tani dengan (total) pengeluaran keluarga
tani. Sedangkan pengeluaran keluarga tani merupakan
penjumlahan keluarga, baik untuk keperluan usahatani
maupun luar usahatani. Pendapatan bersih keluarga
menunjukkan pula besarnya kemungkinan menabung (possi-
ble saving). Dalam penelitian ini, besarnya kemung-
kinan menabung menggambarkan besarnya kemampuan petani

membayar IPAIR.




V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1. Deskripsi Daerah Irigasi Judeg Lodoyo

Daerah Irigasi (DI} Judeg Lodoyo mencakup dua kabupa-
ten yvaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulung Agung. Di
Kabupaten Blitar terdiri dari dua saluran sekunder dan
tiga saluran sekunder di Kabupaten Tulung Agung.

Di Kabupaten Blitar DI Lodoyo mencakup dua kecamatan
yaitu Kecamatan Sutojayan untuk saluran sekunder (SS) BLT
1 dan Kecamatan Kademangan untuk SS BLT II. Daerah Iriga-
si ini merupakan salah satu dari sasaran uji coba proyek
IPAIR tahun anggaran 1993/1994 di Kabupaten Blitar.

Sumber alr utama DI Lodoyo ini berasal dari Sungai
Brantas yang diambil dengan cara membendung sungai terse-
but. Nama bendungannya adalah dam Wlingi Raya. BLT I
walaupun merupakan SS yang paling dekat dengan sumber air,
bukan berarti yang memiliki debit air paling banyak,
karena air dialirkan sesuai dengan kebutuhan (lampiran 1).
Khusus untuk DI Judeg Lodoyo selain dari SS BLT I, ada
sedikit tambahan dari sumber air lokal yailtu dari Judeg
(Pulerejo Tengis).

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di BLT
I yang berasal dari saluran primer yang sama dengan DI
Lodoyo lainnya. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan
bahwa BLT I mengairi lahan terluas untuk wilayah Kabupaten

Blitar. BLT I yang mencakup 10 desa dalam satu Kecamatan
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vaitu Kecamatan Sutojayan mengairi baku sawah 1 230 hektar
vang memiliki 18 petak tersgier dengan panjang $S$ 11,659 km
(Lampiran 2).

Lokasi penelitian berada di petak tersier LS II
dengan luas baku sawah 100 hektar yang terletak di Desa
Sukorejo, tiga kilometer dari kota kecamatan ke arah

cimur.

5.2. Keadaan Fisik Lokasi Penelitian
Petak tersier LS II yang terletak di Desa Sukorejo
memiliki jenis tanah liat yang cukup berat. Sedangkan

data curah hujan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Curah Hujan di BLT I Tahun 1992 & 1993.

1992 1993

Bulan Volume Haxi HJ Haks Win Rata® Volunme Hari HJ taks Min Rata"
Jan 130 16 38 1 11,8 247 18 238 1 15,43
Feb 362 16 a7 3 20,2 148 B &7 1 18,5
Har 109 ? 42 3 15,57 65 9 b ¥ 2 7,22
Apr 129 i3 21 5 9,3 225 8 57 2 28,12
Mei - - - - - - - - - -
Jun - - - - - 46 4 28 2 ii,5
Jul - - - - - - - - - -
Ags 13 5 4 i 2,6 - - ~ - -
Sep 55 [ 40 1 9,01 - - - - -
Ckt 121 3 34 3 20,1 - - - - -
Nov 143 10 45 1 14,3
Des 294 12 4% 3 22,6

Sumber: Data Cabang Seksi Pengairan Lodoyo, 1993.

Bangunan ukur LS II memiliki lebar 0,5 m dengan tipe
drempel dan terbuat dari besi dengan lebar pintu 0,5 m.
Desa Sukorejo memiliki topografi lahan datar dengan posisi

lahan di sebelah selatan desa.
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5.3. Keadaan Sosial Ekonomi Lokasi Penelitian
5.3.1. Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Sukorejo berjumlah 3 061 orang dengan
jumlah kepala keluarga 730 orang. Berdasarkan jenis
kelamin, penduduk Desa Sukorejo terdiri dari 1 569 laki-
laki dan 1 492 perempuan. Berdasarkan kelompok umur dapat
diklasifikasikan menjadi dua yaitu umur pendidikan dan
umur tenaga kerja, lihat Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Penduduk menurut Umur, Desa Sukore-
jo, Tahun 1992.

Unur Jumlah Persen
Pendidikan

0 -3 147 )

3 - 6 136 4

7 - 12 355 11,6
13 - 15 177 . 8
16 -~ 18 192 5,3
1% - keatas 2 054 £7,1

Tenaga Kerja

10 - 14 284 11,
15 - 13 214 13,
20 - 26 394 16,
27 - 4b 465 19,
41 - 56 553 23,

LI R T -

57 - Ke atas 3320 16,

Sumbex : Daftar Isian Potensi Desa Sukorejo, 1992.

Dari keseluruhan penduduk yang menempuh pendidikan,
kebanyakan dari mereka adalah lulus Sekolah Dasar, namun
ada pula yang mengenyam pendidikan hingga ke Perguruan

Tinggi, lihat Tabel 5.
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Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
Desa Sukorejo, 1992

Tingkat Pendidikan Jumlah %

Pendidikan Umum

TX 118 3,7
8D 1 586 43,8
sue 792 24,9
SHA 382 12,0
pL - D2 27 0,8
51 - 83 15 a,s

Pendidikan Khusus

Pesantren 4 o, 1

KBadrasah 253 7.9

Keagamaan 2 0,09

Kursus 3 Q0,08
sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sukorejo, 1592.

Menurut jenis pekerjaan, penduduk Desa Sukorejo
mayoritas bekerja di bidang pertanian yaitu sebanyak 74
persen yang terdiri dari 474 petani dan 682 buruh tani.
Sedangkan total penduduk yang bekerja 1 562 , perhatikan
Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian,
Desa Sukorejo, 1992

Bidang Pekerjaan Jumlah %
Pertanian 1 156 74,0
Karyawan/Peg Negeri 84 5.4
Pedagang 161 1¢,3
Pertukangan a5 6,1
Pensiunan 31 2,0
Jasa as 2,2
Total 1 562 100,00

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sukorejo, 1992.
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Pada tabel tersebut juga dapat di lihat bahwa pendu-

duk Desa Sukorejo yang telah bekerja sebanyak 1 562 atau
51,02 persen. Kondisi perumahan penduduk dapat diperinci
sebagai berikut: 346 rumah permanen, 11 rumah semi perma-
nen, dan 374 rumah non permanen. Sarana sosial yang
tersedia antara lain: sarana pendidikan yang terdiri dari
dua 8D Negeri, dua TK, satu SMP, dan satu SMA. Untuk
pendidikan khusus ada empat madrasah. Tempat ibadah
terdiri dari tiga masjid dan lima mushola serta beberapa
kelembagaan desa dan organisasi masa antara lain Majelis
Ta'lim, Remas, Karang Taruna, HIPPA, Posyandu, dan LEMD.
Sedangkan sarana ekonomi yang tersedia berupa 22 toko, 12
warung dan empat koperasi simpan pinjam.

Lokasi Desa Sukorejo terletak kurang lebih tiga km
dari kota Kecamatan, alat transportasi yang dapat diguna-
kan adalah hampir semua jenis kendaraan mulai dari motor,
angkutan pedesaan, becak, sepeda, dan ojek. Jalan utama
desa tersebut sudah beraspal dengan panjang sekitar tiga
km, sedangkan jalan desa sekitar 3,5 km dan jalan dusun
1,65 km. Untuk membeli pupuk, masyarakat Desa Sukorejo
harus pergi ke KUD Kecamatan yang berjarak tiga km, se-
dangkan benih dan obat-obatan kadang kadang dapat dibeli
di toko pertanian yang ada di pasar kecamatan atau dibeli
di kota Blitar yang berjarak sekitar 15 km.

Bila musim panen tiba petani menjual gabah kepada

penjual yang biasanya datang ke sawah langsung atau ke
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rumah. Gabah dijual dalam keadaan kering panen. Dari
hasil wawancara ada beberapa petani yvang cukup kaya menju-
al gabahnya dalam kondisi kering giling, karena mereka
mempunyai tempat penjemuran dan penyimpanan. Petani Desa
Sukorejo tidak menjual panennya kepada KUD karena KUD
hanya melakukan pembelian gabah dalam bentuk kering gi-
ling. Pembelian itupun dalam jumlah yang terbatas. Petani
jarang yang mau menjual gabahnya dalam keadaan kering
giling, karena selain relatif tidak mempunyai tempat
penjemuran, juga membutuhkan waktu yang lebih lama.
Alasan lain yaitu harga yvang ditawarkan KUD walaupun tidak
berbeda jauh dengan harga pada pedagang, namun masih
memerlukan biaya angkut untuk sampai ke KUD, sehingga

petani enggan menijual ke KUD.

5.4, Pelayanan Irigasi

Pelayanan irigasi yang diterima petani di sawah
merupakan hasil dari rangkaian pelayanan irigasi yang
terintegrasi dari bendung, saluran induk, saluran sekun-
der, saluran tersier, saluran kuarter, hingga ke petak
sawah petani. Sehingga ketersediaan air di sawah akan
sangat tergantung pada ketersediaan air bendung dan penge-
lolaan pada pada semua tingkat pelayanan irigasi. Pada DI
Judeg, debit air di dam Wlingi Raya akan mempengaruhi
ketergediaan air di Saluran Sekunder BLT I, tersier, dan

seterusnya, dengan memperhitungkan persen kehilangan air
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pada saluran primer hingga ke petak sawah. Debit air dam
Wlingi Raya pada tahun 1992 - 1993 dapat dilihat pada
Tabel Lampiran 1.

Pada saat penelitian, yaitu akan dimulainya MT I
(BRulan November), debit air mengalami banyak penurunan
karena kemarau yang panjang yvaitu sekitar tujuh bulan.
Selain itu juga air dipergunakan untuk suplesi air minum
ke Surabaya. Sehingga pada saat gilir air, ada petak
tersier yang terpaksa ditunda gilirannva.

Namun demikian sejauh ini pengairan dianggap mencu-
kupi. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara bahwa semua
regponden menyatakan bahwa air sudah mencukupi kebutuhan
saat dibutuhkan. Juga dapat dikatakan efisien karena
tidak pernah mengalami kekeringan dan kebanjiran khususnya
pada saat MT I dan MT II. Saat MT III hampir semua lahan
tidak membutuhkan air, sehingga semua saluran ditutup dan
tidak dialiri air. Biasanya pada saat ini dilakukan
perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan mulai dari
galuran sekunder sampai kuarter. Untuk mengefisienkan
air, dilakukan sistem gilir baik di tingkat sekunder
maupun tersier. Dalam tingkat tersier urut-urutan gilir
dimulai dari desa yang paling bawah yaitu dari LS VIII
terus naik ke atas sampai yang paling dekat dengan pintu.
Sistem ini dipergunakan, karena jenis tanahnya yang liat
menyebabkab air meresap ke bawah, sehingga pada waktu

memasuki MT III dimana lahan harus kering, terjadi
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kebocoran yang menyebabkan rusaknya tanaman kedelai di
daerah bawah.

Dalam menentukan pola tanam apa yang dilaksanakan,
dan kapan dimulainya menanam, menunggu hasil musyawarah
kelompok tani bersama HIPPA, PPL dan Juru Pengairan.
Kekompakan dalam melaksanakan pola tanam sangat membantu
dalam mengurangi kerusakan akibat serangan hama terutama
burung. Dari hasil wawancara tidak ada petani yang berani
mengambil keputusan sendiri untuk menanam mendahului
teman-temannya, karena ada semacam hukum masyarakat yang
berlaku.

Pengelolaan dan pemeliharaan irigasi di tingkat
tersier hampir seluruhnya dipegang oleh HIPPA atau P3A.
HIPPA yang membawahi petak tersier LS II adalah HIPPA Suka
Makmur yang berdirl sejak proyek itu ada yaitu sekitar
tahun 1980. Tetapi mulai berfungsi dengan baik sesudi
peraturan P3A dan dikukuhkan secara resmi baru bulan
November 1991. Untuk membiayai operasi dan pemeliharaan
jaringan, sesuai hasil musyawarah ditetapkan Rp 21 000
per hektar per tahun. Pemungutan dilakukan oleh petugas
kelompok dalam blok yang terdiri dari delapan kelompok

untuk empat blok. Alokasi iuran tersebut yaitu:

- Administrasi 15 %
- Pengurus 50 %

-0 &P 35 %
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Meskipun besarnya iuran anggota adalah hasil musyawa-
rah bersama, namun hal ini tidak menjamin lancarnya pe-
ngumpulan iuran karena masih ada beberapa petani yang
membayar tidak sesuai dengan luas lahan yang mereka
miliki.

Sebagai cerminan tanggung jawab anggota dalam pemeli-
haraan jaringan, maka ada ketentuan yang mengatur gotong
royong pembersihan saluran atau pengerukan pada setiap
awal musim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 95 persen
anggota aktif dalam gotong royong tersebut, terutama pada
saluran tersier dan kuarter yang dekat lahan mereka.
Ketua blok dan pembantunya bertugas mengawasi kelancaran
pembagian air. Ketidaklancaran saluran dilaporkan kepada
pengurus HIPPA dan diteruskan ke juru pengairan. Dalam
menjalankan tugas operasional, saat penelitian 40 persen
dari pengurus mengikuti pelatihan khusus (Pelatihan Tata
Guna Air, PTGA) yang diselenggarakan Pemda Dati II dan
Dinas PU Pengairan mengenai tata guna alir dan proses
penarikan IPAIR serta kelembagaan selama dua minggu.

Sampai saat ini sistem gilir yang diberlakukan adalah
sistem berselang yaitu setiap sepuluh hari. Namun saat
penelitian dilakukan yaitu dimulainya MT I, ternyata ada
beberapa kebocoran yang terjadi. Alr sudah mengalir ke
lahan padahal seharusnya belum saatnya mendapat giliran.
Beberapa petani masih mengeluhkan masalah beberapa

perbaikan pintu-pintu pengairan yang melebihi batas waktu
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sehingga pada saat mulai tanam, air belum dapat mengalir
karena saluran masih dikeringkan akibat perbaikan terse-
but.

Secara umum HIPPA Suka Makmur ini masih perlu dibe-
nahi terutama dalam bidang manajemen organisasi dan keu-
angan. Sehingga pada akhirnya mereka mampu menyusun
AD/ART sendiri. Keberadaan AD/ART ini penting sebagai
pedoman dalam menjalankan roda organisasi HIPPA vyang
mereka miliki. Jalan ke arah pembinaan HIPPA nampaknya
sudah dimulai sejalan dengan rencana akan ditariknya IPAIR
tahun 1994 di daerah ini. FKarena kemandirian dan keman-
tapan organisasi HIPPA dianggap sebagal salah satu faktor

pendukung dalam keberhasilan realisasi IPAIR.

5.5. Kelembagaan Desa

Keberhasilan suatu program teknologi baru yang di-
perkenalkan kepada petani tidak lepas dari faktor-faktor
yvang mendukung, vyaitu antara lain PPL. Peranan PPL cukup
besar dalam mengarahkan petani untuk berproduksi sesuail
dengan anjuran masyarakat. Pengalaman, cara pendekatan
terhadap masyarakat dan frekwensi pertemuan turut menentu-
kan juga. Selain itu jarak tempat tinggal PPL dengan
wilayah kerjanya juga berpengaruh terhadap frekwensi
pertemuan. Namun sayang pada saat penelitian PPL di
wilayah tersebut dalam keadaan kosong karena baru dipin-
dahkan dan belum ada penggantinya, sehingga penulis tidak

mendapatkan informasi dari PPL.
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Walaupun tanpa PPL, tidak menghalangi petani untuk
tidak berkumpul, mereka tetap megadakan pertemuan rutin
yvang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok setiap
tanggal satu dan kelompok lainnya setiap tanggal dua puluh
dalam setiap bulannya. Dalam pertemuan tersebut biasanya
PPL, pengurus HIPPA, kelompok tani, dan beberapa aparat
desa berkumpul membicarakan masalah-masalah pertanian.
Untuk mengikat pertemuan, diadakan semacam arisan diantara
petani.

Keberhasilan PPL dalam menjalankan tugasnya memerlu-
kan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari petani hingga
aparat desa terutama lurah. Peranan lurah sangat berarti
dalam menumbuhkan motivasi masyarakatnya agar mempunyai
keinginan untuk selalu lebih baik lagi. Ini dapat di-
mengerti karena lurah wmerupakan figur yang dominan bagi

masyarakat.




V1. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Pertanian Secara Umum

Luas sawah dan ladang Desa Sukorejo mencapai 68
persen, ini menunjukkan bahwa bidang pertanian sangat
dominan dalam kehidupan masyarakat setempat. Dari luas
sawah yang ada, 91 persen sudah beririgasi teknis, yaitu
111 hektar, sedangkan sawah tadah hujan 11 hektar, dan
sisanya 141,085 hektar perladangan dan 99,053 ha tanah
pekarangan. Pola tanam yang dilakukan sama dan serempak
yaitu padi - padi - kedelai.

Bentuk penguasaan tanah dari hasil wawancara yang
dominan adalah pemilik dengan luas pemilikan rata-rata
0,26 hektar. Status penguasaan lahan di petak tersier

sebanyak 45 sampel dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Status Penguasaan Lahan Petani Contoh di LS II,

Tahun 1993
Status Lahan Jumlah %
Miltik 36 1]
Gadai - -
Sewa 2 4,4
Haro 7 15,5

Bibit yang biasa digunakan adalah varietas IR 64,
vang diperoleh dari hasil panen sendiri. Adapula petani
yvang membeli benih di toko pertanian. Sebagian besar

petani belum melakukan pemupukan berimbang, serta Jjarang
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memakai obat-obatan. Alasan mereka tidak menggunakan
obat-obatan karena sistem tanam yang serempak menyebabkan
jarang terserang hama. Petanl hanya menyemprot dengan
obat-obatan jika sudah terlihat gejala terserang penyakit
atau hama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setahun
terakhir tidak ada serangan hama ataupun penyakit.

Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan trak-
tor, karena jenis tanahnya yang liat, sehingga tidak mampu
diolah dengan tenaga manusia atau hewan. Penanaman, pe-
nyiangan, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman, umumnya
dilakukan dengan cara menggunakan tenaga kerja borongan,
sisanya menggunakan tenaga kerja keluarga.

Produksi usahatani sawah musim rendeng rata-rata

mencapail 5 - 6 ton per hektar (setelah dikurangi upah
panen (bawon)}. Sedangkan pada musim gadu produksi rata-
rata 4 - 5 ton per hektar. Antara musim gadu dan musim

rendeng tidak jauh berbeda produksinya karena air irigasi
mencukupi. Produksi usahatani kedelai rata-rata 7 - 10
kuintal per hektar. Produksi kedelai termasuk bervariasi
dan relatif rendah. Banyak petani tidak mengurus tanaman
kedelai tersebut, seolah-olah sekedar mengisi lahan ko-
song. Pada saat penanaman kedelai, air dari saluran
sekunder tidak dialirkan sama sekali. Untuk tanaman
kedelai ini petani hampir tidak menggunakan pupuk buatan,
vang digunakan hanya pupuk kandang yang umumnya tidak

membell.
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Sistem panen yang berlaku adalah sistem bawon. Dalam
gistem panen ini buruh panen (derep) memperoleh rata-rata
1/8 bagian sebagai upah. Jadi jika 100 rhu (setara dengan
0,143 hektar) mendapat hasil delapan kuintal, maka pemanen
mendapat satu kuintal. Hasil panen dijual kepada para
pedagang beras dengan harga jual rata-rata Rp 25 000 -
Rp 30 000 per kuintal.

Dalam bidang peternakan, ternak yang paling banyak
dipelihara oleh penduduk adalah sapi, tetapi hanya diusa-
hakan secara tradisional untuk sekedar hobi dan untuk
menabung.

Sawah di Desa Sukorejo yang beririgasi teknis menda-
pat pengairan dari BLT I. Dan dari yang sudah beririgasi
teknis, 75 persen berada di petak tersier LS II, sisanya
termasuk LS I . Sebagian kecil sawah yaitu 11 hektar yang
masih merupakan sawah tadah hujan, karena tidak dapat
dijangkau oleh saluran irigasi. Untuk sawah-gsawah seperti
ini selain mengandalkan air hujan, sumber pengairannya di
dapat dari pompanisasi yang ailrnya di dapat dari sumur-
sumur buatan atau sungai lokal, dengan biaya sebesar

Rp 40 000 - Rp 50 000 per hektar.

€.2. Karakteristik Keluarga Petani

Keluarga pada umumnya terdiri dari seorang kepala
keluarga dan beberapa orang anggotanya. Kepala keluarga
merupakan orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan

kebutuhan hidup anggota keluarga dan banyak mempengaruhi
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keputusan yang diambil keluarga tersebut. Namun ada
kalanya anggota keluarga lainnya berperan juga dalam
pengambilan keputusan.

Unit analisa adalah keluarga petani terutama kepala
keluarga. Dua keluarga dipercleh datanya bukan dari kepala
keluarga karena kepala keluarga tidak berada di tempat
pada saat penelitian dilakukan.

Petani responden lahan beririgasi di Desa Sukorejo
berumur rata-rata 54,1 tahun dengan umur terendah 35 tahun
dan umur tertinggi 74 tahun. Jumlah petani responden
berdasarkan kelompok umur disajikan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Rata-Rata Umur Petani Responden Lahan Beririgasi
Desa Sukorejo, 1992.

Kelompok Umur Jumlah Responden Persen

35 - 33 2 4
40 - 44 9 20,
4% - 49 5 11,
5¢ - 54 10 22
55 - 5%
60 - &4 11,

65 - 69 20,

NoOowoom W
o
S = R - T U Y = B )

70 -~ 74

Jumlah 45 99,8

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa petani-petani
di Desa Sukorejo cenderung berusia lanjut dan dari dulu
sudah berusahatani. Tammpaknya penduduk yang berusia
lebih muda, banyak yang keluar desa dan tidak lagi berusa-

hatani.
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Dari 45 responden, sebagian besar hanya mengenyam
pendidikan formal setingkat SR atau SD. Jumlah petani
responden dan rata-rata tingkat pendidikan dapat dilihat
pada Tabel 5.

Tabel 9. Rata-Rata Tingkat Pendidikan Petani Responden
Desa Sukorejo, 1993.

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Pexsen
Tidak sekolah 2 4,4
Tidak Tamat SD 11 24,4
Tamat SD 27 £0,0
Tamat SLTP 4 8,9
Tamat SLTA 1 2,2

Jumlah 45 89,9

rRendahnya tingkat pendidikan petani merupakan gejala
yang sudah umum di pedesaan. Beberapa faktor yang diduga
menjadi penyebab adalah kurangnya sarana dan prasarana
pendidikan, alasan ekonomi, dan kurangnya kesadaran orang-
tua mereka dahulu akan pentingnya pendidikan.

Namun dari hasil wawancara, anak-anak mereka hampir
semua disekolahkan minimal tamat SD, bahkan dari 45
responden ada tujuh responden yang menyekolahkan anaknya

sampai ke jenjang perguruan tinggi.

6.3. TLuas Lahan Garapan Usahatani
Berdasarkan luas rata-rata lahan garapan usahatani
petani responden, dapat dibagi kedalam tiga golongan,

seperti yang disajikan dalam Tabel 10.
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Tabel 10. Rata-Rata Luas Lahan Garapan Petani Responden
Desa Sukorejo, 1993.

Klasifikasi luas Rata-rata Responden

luas lahan garapan {ha)

n persen
Kurang dari 0,5 ha 0,26 26 60,0
0,8 ha - 1,0 ha 0,538 11 24,4
Lebih dari 1,0 ha 1,39 8 15,5
Rata-rata ¢,75
Jumlah 45 99,9

Petani responden memiliki rata-rata luas lahan ga-
rapan yang lebih besar dari luas pemilikan lahan masyara-
kat di Desa Sukorejo yaitu 0,26 hektar. Hal ini disebab-
kan ada beberapa petani regponden yang sgelain memiliki
lahan sendiri, mereka juga menyewa atau menggarap lahan

orang lain.

6.4. Sumber Pendapatan XKeluarga dari Luar Usahatani
Pendapatan keluarga petani selain dari hasil usahata-
ni lahan beririgasi juga berasal dari usahatani non iriga-
si dan dari luar usahatani. Sumber pendapatan keluarga
petani ini dapat terjadi karena petani melakukan kegiatan
usahatani lain dan kegiatan lain di luar usahatani dan
atau anggota rumah tangga yang bekerja di luar sektor

pertanian.
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Jumlah keluarga petani yang memiliki pendapatan dari
usahatani lain dan dari luar usahatani ditunjukkan dalam
Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Keluarga Yang Memiliki Sumber Pendapatan

dari Usahatani lain dan Dari Luar Usahatani
(N=45) Desa Sukorejo, 1993.

Luas Garapan (ha) Jumiah Keluarga nLU

Kurang dari #.5 ha 28 15 (57,7}
0,5 ha -~ 1,0 ha 11 5 (45,5)
Lebih dari 1,0 ha 2 4 (50,0)

Jumlah 45 24 (53,3)

Keterangan : nLU = Jumlah keluarga yang memeliki sumber pendapatan i luar usahatani
{angka dalam kurung menunjukkan persentase)

Jumlah keluarga petani yvang memiliki sumber pendapat-
an dari usahatani non irigasi dan dari luar usahatani
dapat dilihat dari tabel diatas bahwa vang memiliki luas
garapan sempit cenderung mencari sumber pendapatan lain
untuk mencukupi kebutuhannya.

Jenis-jenis sumber pendapatan dari luar usahatani
vang umumnya dimiliki petani adalah pertukangan (membuat
tempat tidur), berdagang dan buruh tani. Sedangkan penda-
patan usahatani lain antara lain jeruk, kelapa, singkong,

gandum, dan kopi.

6.5. Besar Beban Keluarga Petani
Yang dimaksud dengan besar beban keluarga ialah

jumlah jiwa dalam keluarga yang menjadi beban keluarga.
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Rata-rata besar beban keluarga dan yvang tergolong usia
kerja pada keluarga petani di sajikan dalam Tabel 12,

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa rata-rata
besar beban keluarga petani responden semakin luas lahan
gsemakin kesar tanggungan keluarga. Sedangkan beban ke-
luarga yang mempunyail usia kerja antara yang berlahan
semplit dengan yang berlahan luas hampir sama. Akan tetapi
keduanya memiliki alasan yang berbeda. Petani yang berla-
han sempit sebagian besar beban keluarga usia kerja belum
dapat bekerja karena kekurangan modal untuk berusaha dan
pendidikannya vang tidak terlalu tinggi. Sedangkan yang
berlahan luas, besar beban keluarga usia kerja rata-rata
disebabkan karena masih menempuh pendidikan di perguruan
tinggi. Dari tujuh responden yang memiliki anak di pergu-
ruan tinggi, empat diantaranya termasuk dalam golongan
petani berlahan luas.

Tabel 12. Rata-Rata Besar Beban Keluarga yang Tergolong
Usia Kerja Keluarga Petani Responden Pada

Berbagai Tingkat Luas Lahan Garapan (N=45),
Desa Sukorejo, 1993.

Luas Garxapan {ha) Jumlah Keluarga Beban tanggungan (jiwa) Uaia Produktif (jiwa)

Kurang dari 0,5 ha 26 3,3 1

~J

(51,5)
{17, 8)
Lebih dari 1,0 ha - 3,8 1,6 (42,1)

0,5 ha -~ 1,0 ha 11 3,4 o,

(43

Jumlah 45 3,5 1,3 (37,1}
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Petani yang berlahan sedang walaupun memiliki beban
tanggungan hampir sama dengan yang lain, tetapi memiliki
beban tanggungan usia produktif yang rendah. Hal ini
disebabkan rata-rata dari petani yang berlahan sedang
masih tergolong usia muda, sehingga anaknya rata-rata

masih kecil yaitu usia SD, TK, dan bahkan balita.

6.6. Xemampuan Menabung Keluarga Petani Responden

Pada pembahasan ini akan dilakukan analisis berturut-
turut terhadap penerimaan dan pengeluaran usahatani,
pendapatan usahatani dan keluarga petani, pengeluaran
keluarga, serta besarnya tabungan keluarga.

6.6.1. Penerimaan Usahatani

Pada daerah penelitian, dalam satu tahun dilakukan
tiga kali musim tanam, yaitu MT I (Rendeng), MT 11 (Gadu),
dan MT III (ketigo}, dengan pola tanam padi - padi -
kedelai. Rata-rata besar penerimaan usahatani sawah
beririgasi di berbagai tingkat luas lahan garapan selama
satu tahun disajikan dalam Tabel 13.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan usaha-
tani per hektar cenderung lebih besar dengan semakin luas-
nya lahan garapan. Dan jika dikaitkan dengan Tabel 14 dan
15, walaupun biaya produksi semakin besar namun B/C ratio
semakin besgar, hal ini membuktikan semakin luas lahan
semakin menguntungkan usahatani texsebut. Kenyataan ini

menyebabkan sembilan responden mengambil keputusan untuk




menambah luas lahan yang digarap dengan cara maro dan
menyewa. Kenaikan produktivitas disebabkan karena penggu-

naan teknologi khususnya pupuk dan benih yang lebih efek-
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tif
Tabel 13. Rata-rata Penerimaan Usahatani Pada Berbagai
Tingkat TLuas Lahan Garapan, Desa Sukorejo,
18383.
Iuas lahan garapan (ha)
Uraian
< 0,5 0,5 =~ 1,0 > 1,0
Musim Rendeng (Padi)
Produksi {Ku) 13,6 33,2 82,8
Nilai jual (Rp) 333 200 B15 850 2 028 600
Musim Gadu {Padi)
Produksi {Ku) 12,5 30,6 76,4
Nilai jual (Rp) 325 000 795 600 1 586 400
Musim Kering (Kedelai}
Produksi (Ku) 1,6 3,75 10
Nilai jual (Rp) 160 000 375 000 31 000 000
Total per luas garapan 818 200 1 986 450 5 015 000
Total per ha 3 146 923 3 366 864 3 507 914

Ketexangan :

- Produksi dihitung setelah dikurangi upah panen (bawon}

- Rata-rata harga jual gabah kering panen

Rp 24 500

per mwmusim rendeng, Rp 26 000 pex

kuintal pexr musim Gadu, dan Kedelai Rp 100 000 per kuintal.

6.6.2, Pengeluaran Usahatani

Total biaya produksi dalam usahatani jika diperhi-

tungkan per hektar, maka semakin luas lahan garapan sema-

kin besar biaya produksi yvang dikeluarkan.

Hal ini dise-
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babkan petani yang berlahan luas, hampir semua jenis
pekerjaan dalam usahatani menggunakan sistem borongan dan
sistem upah. Sedangkan petani yang berlahan sempit banyak
vang menggunakan tenaga dalam keluarga. Rata-rata besar
biaya produksi usahatani dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rata-rata Besar Biaya Produksi Usahatani di

berbagal Tingkat Luas Lahan Garapan, Desa
Sukorejo, 1993.

Luas Garapan {(ha)

Komponen Biaya

<« 0,3 0,5 - 1,90 = 1.0

Sarana Produksi 105 367 (54,8) 257 999 (54,8) 627 B854 (55,2)
TK Upah 57 304 (29,8) 144 217 (30,86) 346 283 (30,4)
Mengolah tanah (Traktor) 17 200 { 8,9) 41 300 ( 8,8) 97 300 ( 8,6)
Pajak tanah & 914 ( 3,6) 15 523 { 3,3) 37 313 ( 3,3)
HIPRA 5 400 ( 2,8) i2 ooo { 2,5) 28 500 { 2,5}

Total per luas garxapan 192 185 {100} 471 1335 {100) 1 137 250 (100}

Total per ha 738 173 798 541 818 1e5

Tenaga kerja menanam memakal sistem borongan dengan
upah Rp 7 000 per 100 rhu atau setara dengan Rp 49 000
per hektar. Oleh karena sistem borongan, maka antara yang
berlahan luas dengan yang berlahan sempit tidak ada perbe-
daan. Penyebab perbedaan biaya terutama terletak pada

upah untuk pemeliharaan misal menyiang, tenaga wemupuk,
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memperbaiki pematang, dan lain-lain. Petani yang berlahan
sempit tidak memerlukan biaya tambahan karena pekerjaan-
pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri. Hal ini dapat
dilihat dari kontribusi biaya produksi tenaga kerja upah
hanya 29,8 persen dari total biaya. Sedangkan untuk yang
berlahan sedang dan sempit masing-masing 30,6 persen dan
30,4 persen. Upah tenaga kerja rata-rata Rp 2 500 -
Rp 3 000 per hari per orang.

Biaya sarana produksi merupakan porsi terbesar dalam
total biaya produksi usahatani. Selanjutnya diikuti oleh
biaya tenaga kerja upah. Keduanya merupakan biaya varia-
bel. Sedangkan pajak tanah dan iuran HIPPA vyang kontri-
businya paling kecil seharusnya merupakan biaya tetap,
tetapi karena tidak semua petani membayar sesuail dengan
yang ditetapkan, maka biaya inipun sgeolah-olah menjadi
biaya wvariabel. Pajak tanah sebesar Rp 4 000 per 100 rhu
atau setara dengan Rp 28 000 per hektar, dan HIPPA sebesar
Rp 21 000 per hektar. Biaya mengolah tanah menggunakan
sistem borongan dengan menggunakan traktor, sehingga tidak
berbeda antara yang berlahan sempit dengan yang berlahan

luas.
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6.6.4. Pendapatan Keluarga Petani

Pendapatan keluarga petani dapat bersumber dari
usahatani beririgasi, usahatani non irigasi, maupun dari
berbagai sumber diluar usahatani. Seperti dijelaskan
terdahulu, usahatani non irigasi antara lain jeruk, kela-
pa, singkong, gandum, dan lain-lain. Sedangkan jenis-
jenis pekerjaan yang umumnya dimiliki petani responden
adalah pertukangan, perdagangan, dan buruh tani. Berda-
sarkan Tabel 9 diketahui bahwa 53,3 persen dari responden
memiliki sumber pendapatan di luar usahatani.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa petani yang
berlahan sempit cenderung mendapatkan tambahan pendapatan-
nya di luar usahatani. Sedangkan petani yang berlahan
sedang, 71,8 persen pendapatannya berasal dari usahatani.
Petani inilah vang bisa dikatakan benar-benar petani
karena seluruh waktu dan tenaganya dicurahkan untuk perta-
nian. Petani yang berlahan luas, mempunyai usaha yang
besar juga di luar sektor pertanian. Hal ini disebabkan
kekayaan mereka yang cukup besar dimanfaatkan untuk hal-
hal yang produktif antara lain membuka ladang menjadi
kebun jeruk, berdagang, membeli traktor untuk disewakan,
serta usaha transportasi untuk mengangkut hasil pertanian.
Petani bexlahan luas jika dibandingkan dengan yang berla-
han sempit , prosentase pendapatan dari usahataninya
hampir sama dari seluruh usaha yang dilakukan. Walaupun

demikian petani berlahan sempit masih mengangggap bahwa
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sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokok, dan
pekerjaan di luar pertanian merupakan pekerjaaan sampi-
ngan.

Tabel 16. Rata-rata Besar Pendapatan Keluarga Petani Pada

Berbagal Tingkat Luas lahan Garapan, Desa Su-
korejo, 1993.

Luas Garapan (ha)

sSumbexr Pendapatan

Balam Usahatani 628 015 1 515 31z% 3 877 750
(49,0} (71, 8) {47, 7)

Luar Usahabtani 649 989 585 000 4 244 BS57
{51, 0) (28,2) {52,3}

Total 1 276 004 2 110 311 8 122 607

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa distribusi penda-
patan keluarga pada berbagal skala usaha di Desa Sukorejo
tidak merata. Pendapatan keluarga petani yang berlahan
diatas satu hektar ternyata sekitar empat kali lipat
dibandingkan dengan pendapatan keluarga pada skala usaha
lainnya. Ternyata dengan pendapatan usahatani yang besar
karena memiliki lahan yang luas dapat meningkatkan penda-
patan keluarga dari sumber lainnya.

6.6.5. Pengeluaran Keluarga Petani

Pengeluaran keluarga merupakan seluruh bentuk penge-

luaran keluarga petani untuk keperluan di luar usahatani.

Pengeluaran rata-rata keluarga per tahun dibedakan berda-
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sarkan pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi sehari- hari
(pangan, penyegar, rokok, dan lain-lain), kebutuhan kon-
sumsi jangka panjang (pendidikan, pakaian, rekreasi,
membeli alat-alat rumah tangga atau usaha, dan lain-lain),
sumbangan perayaan dan keagamaan, iuran dan pajak.

Pada dasarnya besarnya kebutuhan pokok selain diten-
tukan oleh besarnya anggota keluarga, Jjuga dipengaruhi
oleh besarnya pendapatan keluarga. Begarnya pendapatan
keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok akan berpengaruh
pada tingkat kualitasnya. Sedangkan pengeluaran untuk
keperluan lain-lain secara kualitatif pengadaannya diten-
tukan oleh tingkat kesejahteraan ekonomi, walaupun demiki-
an setiap keluarga perlu menyediakan anggaran yang cukup.
Rata-rata pengeluaran keluarga petani dapat dilihat pada
Tabel 17.

Tabel 17. Rata-rata Pengeluaran Keluarga Petani dalam

Satu Tahun Pada Berbagai Tingkat Luas Lahan
Garapan, Desa Sukorejo, 1993.

luas lahan garapan (ha)

Komponen Pengeluaran

< ¢, 5 0,5 - 1,0 > 1,0

......................... Rp (%) i i
Konaumsi sehari-hari £26 288 (60,3) &42 500 (54,0) 221 388 (30,2)
Konsumsi jangka panjang 262 50¢ (25,3) 277 125 (23,5) 1 593 00¢ (58,8)
Sumbangan Pengeluaran 89 059 ( 8,9) 180 760 (15,3) 204 286 ( 7.5)
Pajak dan iuran &0 137 { 5,8) 79 560 ( 8,7) 100 688 ( 3,7)
Total Pengeluaran 1 037 984 (100) 1 178 825 (100) 2 719 362 (100)

Rata-rata 1 645 723
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Tabel tersebut mengindikasi bahwa semakin luas lahan,
semakin besar total pengeluaran, semakin besar total
pendapatan. KXomponen terbesar pengeluaran keluarga petani
berlahan sempit dan sedang adalah untuk konsumsi sehari-
hari. Hal ini disebabkan karena. petani golongan ini
pengeluaran keluarga diutamakan untuk keperluan mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan petani berlahan
luas pengeluaran terbesar justru untuk konsumsi jangka
panjang. Hal ini disebabkan golongan petani ini lebih
memperhatikan kebutuhan masa depan seperti untuk biaya
pendidikan anak-anaknya ke Perguruan Tinggi, membuka usaha
baru, dan sebagainya. Bahkan untuk membeli kebutuhan
sekunder misal TV, perabot rumah tangga, dan lain-lain.

Pada komponen sumbangan perayaan dan keagamaan, biaya
terbesar adalah untuk menghadiri perayaan perkawinan.
Dalam bulan-bulan baik bisa terdapat dua sampal tiga orang
bersamaan mengadakan perayaan. Pada komponen pajak dan
iuran, pos pengeluaran terbesar adalah untuk iuran lis-
trik. Rata-rata mencapai Rp 65 000 setahun. Sebenarnya
iuran desa untuk pembangunan cukup besar yaitu 70 persen
dari iuran PBB, tetapi banyak responden yang belum memba-
yar iluran tersebut dengan alasan mereka tidak tahu kegu-
naannya dan belum ditagih.

6.6.6. Tabungan Keluarga Petani
Tabungan keluarga petani atau pendapatan bersih

keluarga petani merupakan selisih antara total pendapatan
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dan total pengeluaran keluarga petani. Rata-rata besar
tabungan keluarga petani selama satu tahun disajikan dalam
tabel berikut.

Tabel 18. Rata-rata Begsar Tabungan Keluarga Petani selama

satu Tahun pada Berbagai Tingkat Luas Lahan
Garapan, Desa Sukorejo, 1993.

luas lahan garapan (ha)

Uraian

< 0,5 0,5 - 1,0 = 1,0

Pendapatan keluarga 1 276 004 2 110 314 8 122 607
Pengeluaran keluarga 1 037 984 1 179 825 2 71% 362

Tabungan keluarga 238 0620 930 488 5 403 245

Besarnya pendapatan yang kemungkinan dapat ditabung
pada keluarga petani menunjukkan kecenderungan bertambah
besar dengan semakin luas lahan yang digarap. Rata-rata
besar tabungan keluarga petani Rp 2 190 584. Dari hasil
wawancara diketahui bahwa petani berlahan luas menginves-
tasikan kelebihan uangnya untuk membeli barang-barang
produktif misal untuk membeli traktor, sapi,lahan sawah,
serta untuk membeli barang-barang mewah dan perhiasan.
Petani Desa Sukorejo jarang menabung uangnya dalam bentuk
uang di Bank. Petani berlahan sedang tabungannya cende-
rung digunakan untuk membelli peralatan rumah tangga dan
perhiasan, sedang petani berlahan sempit tabungannya hanya
mampu digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga yang

sederhana.




76

6.7. Xondisi Usahatani Sebelum Adanya Irigasi.

Untuk melihat besarnya manfaat yang dirasakan oleh
petani, perlu diiketahui gambaran usahatani sebelum adanya
irigasi. Gambaran ini didapatkan dari tiga orang respon-
den yang dapat dipercaya dan masih mengingat kondisi
pertaniannya sebelum adanya irigasi secara cukup rinci.
Rata-rata besar pendapatan petani sebelum adanya irigasi
dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Rata-Rata Besar Pendapatan Usahatani Pada

Berbagai Tingkat Luas Lahan Garapan Sebelum
Adanya Irigasi, Desa Sukorejo, 1993.

Luas Lahan Garapan {(ha}

Uraian

< 0,5 ¢,5 - 1,0 > 1,0
............................... 3 =

Penerimaan

Per luas garapan 658 200 1 611 450 4 015 000

Per hektar ’ 2 5321 538 : 2 731 271 2 238 489
Biaya Produksi

Per luas garapan 175 188 433 1393 1 054 250

Per hektar 873 800 734 133 758 453
Pendapatan

Per luas garapan 483 012 1 178 311 2 260 750

Per hektar 1 857 738 1 587 137 2 130 035
Pendapatan rata-rata 1 994 970

Untuk melihat besarnya B/C ratio, harus diketahui
besarnya kenaikan biaya produksi sebelum dan sesudah
irigasi serta kenaikan pendapatan sebelum dan sesudah

irigasi seperti tampak pada Tabel 20.
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Dari Tabel 20 tersebut dapat dilihat bahwa B/C ratio
usahatani lahan yang kurang dari 0,5 hektar lebih kecil
dibandingkan dengan usahatani yang lebih besar daripada
0,5 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dipe-
roleh petani berbeda berdasarkan luas lahan garapan.
Petani yang berlahan luas menerima manfaat yang paling
besar dengan adanya saluran irigasi tersebut.

Tabel 20. Selisih Biaya dan Pendapatan Usahatani Sebelum
dan Sesudah Irigasi, Desa Sukorejo, 1993.

Luas Lahan Garapan (ha)

Uraian
< 0,5 0,5 -~ 1,0 > 1,0
......................... 233~

Pendapatan sesudah Irigasi 626 015 i 515 311 3 877 750
Pendapatan sebelum Irigasi 483 012 1 278 311 2 960 750
Selisih 143 Q03 337 000 307 000
Blaya sesudah irigasi 182 185 471 139 1 137 250
Biaya sebelum irigasi 175 188 433 139 1 054 250
Selisih 16 997 38 000 a3 aog
B/C 8,4 8,8 11,0

6.8. Penaksiran Besar Iuran Pelayanan Irigasi

Hasil rehabilitasi irigasi telah meningkatkan kemam-
puan teknis dari bendung, bangunan pembagi, serta saluran
primer dan sekunder. Kemampuan teknis perlu dipertahankan
agar seluruh jaringan yang ada tetap berfungsi dengan

baik. Dengan demikian perlu suatu dana yang cukup untuk
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biaya operasi dan pemeliharaan agar dapat mempertahankan
jaringan irigasi tetap berfungsi secara optimal.

Keadaan fisik jaringan irigasi perlu diperhitungkan
untuk menentukan besarnya biaya operasi dan pemeliharaan.
Karena keadaan tersebut secara langsung atau tidak dapat
mempengaruhi besar kecilnya biaya 0&P yang dibutuhkan agar
jaringan irigasi dapat dipelihara dengan baik.

Komponen biaya O&P wilayah BLT I terdiri atas
komponen pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan
pintu. Rencana anggaran O&P tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 21. Rencana Anggaran Biaya DI Lodoyo BLT I ( 1 230
hektar, 1994

Uraian Pekerjaan Volume {(m3) Harga (Rp)} Jumlah (Rp)

Pekerjaan Tanah

1. Galian Tanah untuk Timbunan 235,635 3 B35 83% 043,15
2. Timbunan daxi galian 235,08 828 194 889,61
3, Tebalan Rumput 200,35 604 121 011,40

Sub total 1 146 544,16

Pekerjaan Pasangan

1. Pasangan 1:4 267,58 63 055 16 872 256,90
2. Biaran 1:2 460,25 2 802 1 289 620,50
3. Pleateran 1L:3 65,01 5 230 340 587,38
4, Buis beton 0,3 ¥ 4 7 950 31 &00,0C0
5. Bongkaran pasangan 43,89 14 826 639 009,94

Subk Total 19 173 274,72

Pekerjaan Pintu

1. Pintu baru C3 1 2 000 000 2 000 000,00
Jumlah biaya 22 320 218,89
Dibulatkan 22 320 000,00

Sumber : Cabang Dinas PU Pengairan Daerah Brantas Blitax, 1954
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Dari rencana biaya O&P tersebut dapat diketahuil
perkiraan biaya O0&P untuk setiap hektar sawah yang menda-
pat air irigasi yang bersangkutan yaitu Rp 18 146 per
hektar. Digabung dengan data-data yang didapat, maka
dapat dihitung tarif IPAIR vyang seharusnya dikenakan di
BLT I khususnya HIPPA Suka Makmur. Nilai ini di dapat
dari kriteria-kriteria seperti dijelaskan terdahulu vyaitu
antara lain: (1) tahun pengenalan IPAIR merupakan tahun

pertama sehingga mempunyai nilai 0,5, (2} tingkat pelayan-

an irigasi berada pada tingkat satu, (3) drainase masih
memiliki problem sehingga dinilai 0,8, (4) pelayanan
tersier sudah cukup baik sehingga diberi nilai 1, (5)

untuk faktor pengurangan, karena terdapat sedikit perbe-
daan hasi antara rencana pelayanan awal tahun siklus tanam
dan pelayanan nyata yang diperoleh saat panen, maka diberi
nilai 0,8, (6) biaya pungutan sebesar Rp 4 000 diperoleh
dari 10 persen biaya rata-rata untuk EO&M yang efisien.
Iuran bisa dipungut dalam satu tahun sekaligus atau tiap
musim tanam dengan pembagian seperti Tabel 22.

Pada Tabel 22 terlihat tarif yang seharusnya dikena-
kan berdasarkan perhitungan biaya O&P jaringan induk dan
sekunder sebesar Rp 11 258 untuk tahun pertama penerapan.
Berdasarkan rumus IPAIR direncanakan pada tahun ke-enam
seluruh biaya O&P induk dapat dibiayai oleh petani.
Sementara inl sebagian biaya tersebut masih harus disubsi-

di oleh pemerintah. Dari hasil perhitungan berdasarkan
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rumus IPATR, maka tahun kedua akan dikenakan pungutan
sebegsar Rp 12 710, tahun ke III sebesar Rp 14 162, tahun
ke IV sebesar Rp 15 613, tahun ke V Rp 17 065 dan pada
tahun ke VI sebesar biaya O&P yaitu Rp 18 516. Hal ini
berarti pada tahun keenam diharapkan pelayanan irigasi
menjadi lebih baik atau minimal tetap seperti keadaan
semula.

Tabel 22. Perhitungan Pengenaan Tarif IPAIR HIPPA Suka
Makmur, 1994

Komponen IPAIR Tahunan MH MK I MK IX
1. Biaya O&P/Ha (BFF) 18 146
2. Tahun Pengenalan IPAIR {I) 0,5 ¢,5 0,5 0,58
3. Tingkat Pelayanan Irigasi {SLI} 1 1 1 1
4. Tingkat Pelayanan Drainase {SLD) 0,8 0,8 0,8 0,8
5. Tingkat Pelayanan Tersier {SLT) 1 1 1 1
&. Faktor Pengurangan (R} 0,8 (] 0,8 0,8
7. Faktor Musim (Sn) 1 ¢, 28 0,35 0,39
8. Intensitas Tanam (CIF} 1 1 1 1
9. Ketersediaan air di sumbernya (WSF} 1,25 1,25 1,25 1,25
10 Biaya Pungutan (CC) 4 000 1 335 1 3235 1 335
Tarif IPAIR/Ha (ISF) 11 258 3 387.4 3 B75,4 4165, 8

Sumber: Dinas PU Pengairan Blitar dan Data Primex, 1993

Dari dana O&P vyang tersedia maupun yang direncanakan
ternyata masih belum memenuhi O&P yang efisien, hal ini
diduga akan mempercepat merosotnya kondisi dan kemampuan
pelayanan jaringan irigasi. Oleh karena itu dengan kon-
disi jaringan irigasi yang demikian pada saat tertentu

perlu dilakukan rehabilitasi. Berdasarkan biaya yang
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digunakan untuk O&P sebagaimana yang disebutkan diatas,
strategl yvang ditempuh dalam membiayai dan melaksanakan
O&P sistem irigasi adalah strategi kedua yaitu untuk
menjaga agar minimal fungsi-fungsi operasional dapat
berlangsung dalam suatu sgelang waktu tertentu dan kemudian
disusul dengan tujuan pengelcolaan irigasi pada waktu itu.
Atau biaya yang digunakan untuk O&P tersebut lebih rendah
dari strategi yang kedua, karena dana yang tersedia untuk
tujuan menyelenggarakan O&P terbatas. Penaksiran besar
IPAIR berbeda untuk tiap daerah irigasi tergantung dari

hasil musyawarah dan kondigi tingkat pelayanan.

6.9. Analisis Kemampuan Petani Membayar Iuran Pelayanan
Irigasi (IPAIR)

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui tingkat
kemampuan petani membayar IPAIR selama satu tahun. Hal
ini penting dilakukan mengingat penetapan begarnya IPAIR
ditentukan dengan memperhatikan hal-hal berikut (1) ting-
kat pelayanan yang diterima petani, (2) kemampuan petani
untuk membayar, (3) kelangkaan air, (4) keandalan suplai
air, dan (5) jenis komoditas (Depdagri, 1989%). Walaupun
besarnya IPAIR sendiri didasarkan pada kebutuhan operasi
dan pemeliharaan, dengan memperhatikan hal-hal tersebut
penetapan besarnya IPAIR tidak hanya berdasarkan pertim-
bangan teknis (EO&M irigasi), tetapi juga melihat kepen-

tingan petani. Dengan demikian akan sesuai dengan falsa-
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fah dasar penetapan IPAIR, vaitu meningkatkan kesejahte-
raan petani pemakail air. Tanpa memperhitungkan Dbeban
yvang telah ditanggung petani dapat mengakibatkan kerugian
pada pihak petani, yang pada gilirannya akan menurunkan
keberhasilan usaha meningkatkan produksi pangan.

Analisis lebih lanjut, perlu diperhitungkan beban-
beban yang telah ditanggung oleh petani dalam menerima
pelayanan irigasi. Sebelum Inpres RI No. 2 tahun 1984
tentang IPAIR, petani pemakai air sudah membayar iuran
HIPPA untuk biava O&P saluran tersier sebesar
Rp 21 000 per hektar per tahun. Tetapi iuran tersebut
tidak di dasarkan atas manfaat yang diterima dari pelava-
nan irigasi, namun cenderung sebagai pembelian atas input
air irigasi yang harus mereka tanggung. Petani juga telah
mengeluarkan tenaga ketika melakukan gotong royong dalam
perbaikan jaringan. Jika diukur dengan nilai hari orang
kerja maka tenaga kerja tersebut senilai Rp 5 000 atau
selama dua hari kerja dalam satu tahun. Bahkan secara
implisit, petani sebenarnya turut membiayai operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi induk melalui pembayaran
PBRB. Sebab dalam penentuan PRE dimasukkan kriteria ada
atau tidaknya sarana irigasi. Besarnya luran yang ditang-
gung petani dengan adanya irigasi dapat dilihat dari
perbedaan rata-rata besar PBB lahan beririgasi sebesgar
Rp 26 600 per hektar per tahun dan lahan non irigasi

Rp 17 000 per hektar per tahun. Perbedaan sebesar Rp 9 600
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per hektar per tahun sudah merupakan pembayaran untuk
sarana lrigasi yang ada (BPS, 1992). Namun iuran tersebut
tidak dikhususkan untuk membiayail pembangunan irigasi
serta O&P untuk petani saja, tetapi juga untuk pembangunan
lainnya, sehingga untuk biaya 0&P masih memerlukan dana
yang cukup besar. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa
sebenarnya petani telah turut membiayai operasi dan peme-
liharaan sarana irigasi, namun masih jauh untuk mencukupi
kebutuhan O&P yang efisien.

Besarnya iuran irigasi yang akan dibebankan kepada
petani pemakai air irigasi guna membiayai O&P jaringan
irigasi induk, sebenarnya bukan hanya menyangkut kebutuhan
untuk mengurangi (menghapus ) subsidi yang selama ini
telah diberikan oleh pemerintah, tetapi menyangkut pula
untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup guna menjamin
terselenggaranya O&P yang efisien. Dengan mengacu pada
penetapan Dirjen Pengairan, besarnya kebutuhan biaya guna
penyelenggaraan O&P jaringan irigasi induk yang efisien
sebesar Rp 25 000 per hektar per tahun.

Petani yang menerima manfaat dengan adanya sarana
irigasi berkewajiban membayar iuran pelayanan irigasi.
Telah disinggung dalam bab terdahulu salah satu pendekatan
adalah area based fees yang digunakan untuk mengukur
besarnya para pemakal air irigasi membayar iuran.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menentukan
besarnya iuran yang harus dibayar para pemakal air irigasi

dengan dasar kemampuan membayar, yaitu
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1. EKemampuan menabung petani lahan irigasi

2. Perbedaan kemampuan menabung antara petani berlahan
irigasi dan tadah hujan

3. Perbedaan pendapatan usahatani antara petani lahan
beririgasi dan tadah hujan.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan pertama
yvaitu menghitung besarnya kemungkinan menabung keluarga
petani lahan beririgasi, yang hasil perhitungannya telah
disajikan pada Tabel 18.

Namun demikian kemampuan petani membayar IPAIR terle-
bih dahulu dapat dilihat dari pendapatan bersih usahatani.
Karena secara rasional pendapatan usahatani inilah yang
menunjukkan kemampuan sebenarnya petani membayar IPAIR.

Jika dilihat dari rata-rata pendapatan bersih usaha-
tani per hektar yaitu sebesar Rp 2 588 607, berarti pungu-
tan IPAIR kurang dari 1 persen. Jika dilihat dari penda-
patan bersih usahatani petani berlahan sempit Rp 626 015
berarti pungutan IPAIR texrsebut sebesar 2 persen. Berda-
sarkan pilot projek IPAIR vang sudah dilakukan di empat
daerah di Indonesia rata-rata prosentase besar IPAIR vaitu
2,5 persen dari pendapatan bersih usahatani (Depdagri,
1990b) . Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa
di daerah penelitian dilihat dari kelayakan dan dari sudut
ekonomi, layak dipungut IPAIR.

Jika dilihat dari selisih selisih pendapatan usahata-

ni sebelum dan sesudah adanya irigasi, maka terlihat bahwa
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semakin luas lahan semakin besar selisih pendapatan yang
diterima. Hal ini berarti semakin luas lahan semakin
besar manfaat yang dirasakan oleh petani. Jika melihat
besarnya B/C ratio maka juga terlihat bahwa semakin luas
lahan semakin besar B/C rationya. Adanya perbedaan besar
manfaat yang diterima petani ini, dapat disarankan bahwa
pungutan IPAIR untuk berbagai luas lahan garapan besarnya
dibedakan karena besar manfaat yvang diterima petani Jjuga
berbeda. Melihat peningkatan penerimaan usahatani rata-
rata meningkat tujuh persen, untuk menentukan besarnya
iuran bisa berpedoman pada angka tersebut yaitu untuk
petani yang berlahan sempit membayar tujuh persen lebih
rendah dari iuran yang ditetapkan per hektarnya yaitu
sebesar Rp 10 470 sedang petani yang berlahan luas lebih
besar tujuh persen dari iuran yang ditetapkan per hektar-
nya yaitu sebesar Rp 12 046. Sedang untuk lahan sedang,
merupakan rata-rata petani sehingga dipungut sesuai dengan
iuran yang ditetapkan yaltu sebesar Rp 11 258 per hektar.
Natiomal Council of Applied Economic Research di
India telah membuat rekomendasi agar iuran ditetapkan atas
dasar selisih pendapatan antara keadaan sebelum dan sesu-
dah adanya irigasi. Iuran tersebut sebesar 25 persen -
50 persen dari selisih pendapatan tersebut atau ekuivalen
dengan 5 persen - 12 persen dari pendapatan tersebut.
Ketentuan dari rekomendasil antara lain besarnya iuran
harus dalam kemampuan bayar dari petani, dan besarnya

iuran per luas lahan garapan harus sama dalam satu klas
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daerah pelayanan irigasi, dan jumlah total dari penerimaan
yang diperoleh dari iuran irigasi harus sedemikian rupa
besarnya sehingga tidak akan ada beban pembiayaan irigasi
yang diterapkan pada penerimaan yang berasal dari pajak
(Prawirodihardjo, 1987). Dalam kenyataannya besarnya
iuran sebagaimana di India tersebut akan berada di luar
kemampuan membayar dari kebanyakan petani kecil. Di
Indonesia besar iuran maksimum yang dapat dipungut dari
petani sebesar 2,5 persen dari total pendapatan. Total
iuran maksimum yang dapat dipungut di daerah penelitian
sebesar Rp 64 000 termasuk pajak PBB dan HIPPA.
Berdasarkan keterangan tersebut pungutan IPAIR sebe-
sar Rp 11 258 masih layak dikenakan kepada petani, sebab
petani menerima manfaat rata-rata sebesar Rp 462 334 per
tahun atau Rp 619 197 per hektar per tahun. Selain ting-
kat kelayakan perlu dilihat pendapatan keluarga petani
setelah dikurangi seluruh pengeluaran keluarga petani,
maka petani dari berbagai luas lahan garapan khususnya
anggota HIPPA Suka Makmur telah mampu membayvar tarif
IPAIR, bahkan untuk mencukupi kebutuhan biaya 0O&P yang
efisien. Biaya sebesar Rp 25 000 per tahun per hektar
vang harus dikeluarkan oleh petani sawah beririgasi sebe-
narnya cukup kecil jika dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan oleh para petani lahan tadah hujan yang jika
menggunakan irigasi pompa harus membayar biaya sekitar
Rp 200 000 per hektar per tahun. Dan jika tidak mengguna-

kan irigasi pompa, konsekuensinya mereka hanya mampu
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menggunakan lahannya dua kali musim tanam dengan hasil
cukup kecil pada musim tanam kedua.

Walaupun petani mampu membayar iuran, perlu diingat
bahwa petani sudah dipungut iuran-iuran yang lain terutama
vang berkaitan dengan irigasi yaitu HIPPA dan PBB. Se-
hingga dalam pelaksanaan IPATR perlu dijelaskan lebih
lanjut terhadap beban-beban petani tersebut. Harus ada
iuran yvang dihapuskan supaya tidak terjadi tumpang tindih
penarikan iuran. Xarena walaupun dalam penelitian ini
petani bersedia membayar, namun Jjika dipungut iuran dua
kali yaitu HIPPA dan IPAIR jika tidak ada penjelasan
secara rinci, maka respon petanl mungkin akan berbeda.
Jika dijumlah seluruh beban biaya yang dikeluarkan petani
selama satu tahun berkisar Rp 52 000 per hektar per tahun.
Hal ini menjadi cukup besar bagi petani khususnya yang
berlahan sempit yaitu sekitar 5 persen dari jumlah ta-
bungan mereka. Jika ditambah dengan IPAIR maka iluran yang
dikenakan kepada petani sudah mencapai batas maksimum yang
ditetapkan. Padahal tabungan tersebut didapatkan dari
usaha-usaha lain di luar usahatani irigasi. Jjika mengan-
dalkan usahatani irigasi saja tanpa ditambah usahatani non
irigasi dan non usahatani kemudian dikurangi dengan penge-
luaran keluarga untuk kebutuhan hidup, maka petani berla-
han sempit tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya apala-
gli harus membayar iuran. Jadi sebenarnya petani.mampu
membayar iuran karena didukung penghasilan di luar usaha-

tani.
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6.10. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesediaan Petani
Membayar Iuran Pelayanan Irigasi

Dalam membahas kesediaan petani membayar iuran, hal
yvang perlu ditegaskan yaitu bahwa kesediaan petani memba-
yar iuran lebih banyak merupakan proses sosial . Petani
yang secara ekonomi mampu membayar, belum tentu bersedia
membayar .

Kriteria yang dipakai dalam mengukur kesediaan petani
membayar iuran adalah iuran HIPPA. Yaitu membayar atau
tidaknya petani pada tahun tanam 1992-1993, sebab itulah
ukuran yang praktis dan mudah dilihat. Selain itu iuran
ini secara fungsional hampir sama dengan tujuan IPAIR.
Sebenarnya ada kriteria lain yang bisa digunakan, misalnya
kecepatan petani membayar iuran ketika ditagih oleh petu-
gas HIPPA, namun data demikian memiliki satu kelemahan,
vaitu sulit mengidentifikasi apakah hal itu disebabkan
kesediaan petani membayar iuran atau kesediaan petugas
HIPPA dalam menagih iuran dari petani.

Sepertli telah dijelaskan sebelumnya, faktor-faktor
vang dilihat adalah (1) status Ekonomi, (2) tingkat Pen-
didikan, (3) pengetahuan Petani terhadap program IPAIR,
(4) peran serta petani terhadap program IPAIR, (5) tingkat
pelayanan irigasi, (6) kepercayvaan terhadap P34, dan (7)

tanggapan masyarakat terhadap program pemerintah.
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Kesemua faktor tersebut diduga berpengaruh positif
terhadap kesediaan petani membayar IPAIR. Karena kriteria
vang digunakan adalah membayar tidaknya iuran HIPPA pada
tahun 1992-1993, sebenarnya cukup sulit untuk melihat
kerja dari faktor-faktor yang telah diidentifikasi mempen-
garuhi kesediaan petani membayar iuran. Sementara itu
data-data yvang ada tidak cukup memadai untuk membuat
kriteria lain yang wvalid. Walaupun demikian bukan berarti
data ini tidak dapat dianalisis. Dengan bantuan informasi
dari para pengurus HIPPA dan petugas yang terlibat, penga-
ruh dari faktor-faktor terhadap kesediaan petani membayar
iuran dapat dianalisis sebagai berikut:

6.10.1., Faktor Status Ekonomi

Jika melihat tabel-tabel yang menunjukkan kondisi
status ekonomi responden, tampak bahwa keadaan status
ekonomi beragam berdasarkan stratifikasi luas lahan. Dari
analisis kemampuan petani membayar iuran, terlihat pula
bahwa petani berlahan sempitpun mampu membayar iuran
(Tabel 23}). Hasil penelitian yang di dapat 100 persen
dari responden telah membayar iuran. Hal ini menunjukkan

bahwa mereka sudah bersedia membayar iuran.
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Tabel 23. Kesediaan Petani Membayar Iuran Berdasarkan
Luasg Lahan Garapan Petani, Desa Sukorejo, 1993.

fuas Lahan Tidak Bersedia Bergedia Sangat Bersedia

< 0,5 - 4 22
0,5 - 1,0 - 1 10
> 1,0 - - g

Jumlah - s 40

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua respon-
den membayar iuran. Tetapi ternyata semakin luas lahan
gsemakin besar kesediaan membayar iuran. Kesediaan ini
dipengaruhi oleh besarnya tabungan mereka, yaitu semakin
besar tabungan semakin bersedia membayar. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa faktor status ekonomi keluarga petani
berpengaruh positif terhadap kesediaan petani membayar
iuran.

6.10.2. Faktor Tingkat Pendidikan

Melihat tabel-tabel terdahulu, terlihat bahwa tingkat
pendidikan penduduk desa Sukorejo dalam hal ini petani,
rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang sama yaitu
lulus SD (60 persen} sedang yang lulus SMP dan SMA hanya
11 persen. Dari tingkat pendidikan ini tampaknya tidak
berpengaruh terhadap kesediaan petani membayar iuran. Hal

ini dapat dilihat pada Tabel 24 berikut.
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Tabel 24. Kesediaan Petani Membayar Iuran Berdasarkan
Tingkat Pendidikan, Desa Sukorejo, 1993.

Tingkat Pendidikan Tidak Bersedia Bersedia Sangat Bersedia
‘fidak Sekolah - 1 1
Tidak Tamat SD - - 11
Tamat SD - 3 24
Tamat SLTP - i 3
Tamat SLTA - - i
Jumlah - 5 40

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kesediaan
petani membayar iuran tidak dipengaruhi tingkat pendidi-
kan. Bahkan petani yang tidak berpendidikanpun bersedia
membayar iuran.

Hal ini bisa terjadi karena kesediaan membayar dapat
berkembang melalui sikap. Dan untuk kalangan petani,
pembentukan sikap ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman
hidup. Dari pengalamannya, telah membuktikan bahwa dengan
adanyégarana irigasi memberikan manfaat bagi dirinya
sehingéa merekapun bersedia membayar iuran yang dikenakan
untuk pelayanan tersebut.

Selain itu sebagian besar petani status ekonomi
mereka tidak ditentukan karena tingkat pendidikan, sehing-
ga dalam membuat keputusan untuk membayar atau tidak,
faktor pendidikan ini tidak berpengaruh.

6.10.3. Faktor Pengetahuan Petani Terhadap Program IPAIR

Pengetahuan petani terhadap program IPAIR sebenarnya

cukup sulit diketahui, karena program tersebut belum
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dikenalkan pada masyarakat secara luas. Pada saat peneli-
tian baru tingkat pengurus HIPPA yang mengetahul program
tersebut karena mereka sebaglian besar sedang mengikuti
pelatihan tata guna air dan sekaligus diperkenalkan pro-
gram IPATR. Namun demikian dari hasil wawancara ada
beberapa responden yang sudah mendengar bahwa didaerah
mereka akan dikenakan IPAIR vyang dapat dilihat pada Tabel
25 di bawah ini.

Dari Tabel 25 terlihat bahwa petani sebagian besar
yvaitu sebesar 60 persen tidak atau belum mengetahui pro-
gram IPAIR. Petani responden yang mengetahui hanya dua
orang diluar pengurus HIPPA, dan inipun merupakan kerabat
dekat pengurus. Responden yang belum mengetahui, setelah
dijelaskan apa itu IPAIR dan untuk apa itu IPAIR, mereka
menyatakan tidak keberatan dengan adanya program IPAIR
tersebut karena mereka merasakan manfaat sarana irigasi
tersebut.

Tabel 25. Kesediaan Petani Membayar Iuran Berdasar Penge-

tahuan Petani Terhadap Program IPAIR, Desa
Sukorejo, 1993.

Pengetahuan Petani Tidak Bersedia Bersedia Sangat Bersedia
Tidak Mengetahui - 3 24

Cukup Mengetahui - 2

Mengetahui - - 7

Jumlah - s 40
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Pada saat penelitian ada kasus menarik yang berkaitan
dengan pengetahuan petani terhadap suatu program yaitu
masalah iuran kebersihan. Walaupun besar iuran tersebut
tidak besar yaitu Rp 500 setiap bulan dan dipungut bersa-
maan dengan iuran listrik, hampir semua responden mengeluh
dan enggan membayar iuran tersebut. Karena sepengetahuan
mereka yang mengadakan program kebersihan adalah di kota
yvaitu dengan pasukan kuningnya. Mereka merasa tidak ikut
terlibat dengan program tergebut, karena mereka tetap
harus membersihkan sendiri lingkungannya. Hal ini membuk-
tikan bahwa pengetahuan petani terhadap suatu program
berpengaruh positif terhadap kesediaan petani membayar.
Semakin mereka mengetahul manfaat iuran tersebut semakin
sadar mereka membayar.

6.10.4. Peran Serta Petani dalam Peningkatan Program
IPATR

Pada saat penelitian, program IPAIR baru akan dimu-
lai. Sehingga ukuran peran serta petani dalam peningkatan
program IPAIR belum dapat diketahui secara nyata. Namun
demikian dapat dianalisis berdasarkan program yvang sudah
berjalan selama ini yaitu melalui peran serta petani
terhadap kegiatan HIPPA.

Peran serta petani umumnya mengikuti pertemuan HIPPA
dan pada tahap implementasi operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi melalui kegiatan gotong royong. Keakti-
fan petani responden dalam kegiatan pertemuan HIPPA dan

gotong royong dapat diiihat pada tabel berikut.
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Tabel 26. Kesediaan Petani Membayar Turan Berdasar Peran
Serta Petani, Desa Sukorejo, 1993.

Peran Serta Petani Tidak Beraedia Berasedia Sangat Bersedia
Tidak aktif - 2 5
Cukup aktif - 2 iz
Aktif - 1 23
Jumlah - 5 40

Peran serta petani mengikuti pertemuan HIPPA dan
gotong-royong, telah mendorong petani untuk bersedia
membayar iuran. Semakin aktif petani berperan dalam
kegiatan HIPPA semakin besar kesediaan membayar iuran.
Kesediaan ini selain merupakan kesadaran, juga terdapat
pengaruh psikologis yaitu bahwa mereka yang aktif akan
malu jika tidak membavar. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa tingkat peran serta petani berpengaruh terhadap
kesediaan petani membayar iuran.

Hal ini berarti peran serta petani cukup penting.
Sebab kenyataan menunjukkan, kurangnya kesempatan petani
untuk mengikuti kegiatan bukan berarti petani tidak berse-
dia , namun lebih banyak disebabkan kondisi kelembagaan
HIPPA yang belum memungkinkan untuk menggalang potensi
petani. Keterlibatan petani harus tetap diupayakan pe-
ningkatannya, salah satunya melalui penataan kelembagaan

HIPPA.
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6.10.5. Faktor Tingkat Pelayvanan Irigasi

Tampaknya faktor inil yang paling berpengaruh terhadap
kesediaan petani membayar iuran. Pelayanan irigasi meru-
pakan bentuk partisipasi atau peran serta dalam menikmati
hagil dari adanya iuran.

Sesual dengan namanya iuran pelayanan irigasi, maka
iuran ini membayar pelayanan irigasi kepada petani.
Petani mengerti akan hal ini. Sehingga jika sawah lahan
mereka tidak terairi misalnya pada saat musim tanam III
maka mereka tidak bersedia membayar iuran. Demikian juga
sebaliknya, ketika petani responden ditanya tentang alasan
mereka bersedia membayar, maka semua responden menyatakan
bahwa mereka telah merasakan manfaat adanya air irigasi.
Kemudian mereka senantiasa membandingkan dengan hasil yang
diperoleh sebelum adanya saluran irigasi. Bahkan ada
responden vang menyatakan lahannya berkurang banyak karena
untuk pembuatan saluran sekunder dan tersier sebagian,
tetapi hasilnya justru meningkat. Hal ini disebabkan
adanya air irigasi tersebut.

Oleh karema itu, agar iuran yang dapat ditarik dari
petani lebih besar lagi, perlu terus dilakukan upaya untuk
meningkatkan pelayanan irigasi. Berkaitan dengan masalah
ini perlu diperhatikan kecepatan dan ketepatan implementa-
g1 O&P irigasi. Yang dimaksud kecepatan implementasi
disini adalah pendeknya jangka waktu antara penarikan

iuran dengan pelaksanaan O&P irigasi. Sebab umumnya
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petani akan cepat berpartisipasi membayar iuran jika telah
melihat dan merasakan buktinya. Sedangkan yang dimaksud
dengan ketepatan implementasi adalah ketepatan waktu dalam
pelaksanaan 0O&P misalnya pada saat sawah tidak sedang
membutuhkan air, sehingga tidak mengganggu proses produk-
si. Kecepatan dan ketepatan pelaksanaan 0&P irigasi akan
meningkatkan pelayanan irigasi, yang pada gilirannya akan
memudahkan petani ketika ditagih iuran.

Kesediaan petani membayar iuran dalam kaitannvya
dengan tingkat pelayanan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Kesediaan Petani Membayar Iuran Berdasar Ting-
kat Pelayanan, Desa Sukorejo, 1993

Tingkat Pelayanan Irigasi Tidak Bersedia Bersedia Sangat Bersedia
Kurang - - -
Cukup - 2 &
Baik - 3 34
Jumlah - 5 40

Dari tabel tersebut nampak bahwa 34 responden atau
sekitar 75 persen responden sadar membayar iuran karena
mereka merasakan manfaat dari pelayanan irigasi yang baik.
Seluruh responden menyatakan bahwa pelayanan irigasi di
daerahnya cukup baik dan baik, dan dalam kenyataan di
lapang juga menunjukkan bahwa keragaan fisik dari jaringan

irigasi di daerah penelitian baik.
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6.10.6. Faktor Kepercayaan Terhadap P3A/HIPPA

Faktor kepercayaan terhadap HIPPA merupakan faktor
yvang berpengaruh terhadap kesediaan petani membayar iuran.
Dan logikanya, mereka tidak akan bersedia membavar jika
HIPPA yang mengumpulkan iuran tersebut tidak dapat diper-
caya. Kesediaan Petani membayar iuran dalam kaitannya
dengan kepercayaan terhadap P3A dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 28. Kesediaan Petani membayar Iuran Berdasar Keper
cayaan Petani Terhadap P3A, Desa Sukorejo,

1993.
Tingkat Kepercayaan Terhadap P3a Tidak Bersedia Bersedia sangat Bersedia
Tidak Percaya - - -
Cukup percaya - 4 7
Percaya - 1 33
Jumlah - 5 40

Dalam penelitian ini 75 persen responden mengetahui
memungut iuran HIPPA dapat dipercaya. Mereka juga mengeta-
hui untuk apa uwang itu dipungut. Mereka juga percaya
bahwa uang yang ditarik tersebut benar-benar akan disalur-
kan ke tempat yang semestinya.

Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya untuk men-
ciptakan HIPPA yang sehat dengan pengurus yvang aktif dan
berwibawa. Sebab petani akan lebih percaya lagi kepada

HIPPA yang implikasinya petani akan mudah ditarik iuran.
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6.10.7. Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Pemerintah

Faktor ini penting dilihat mengingat keputusan untuk
bersedia atau tidaknya membayar iuran tidak hanya merupa-
kan keputusan ekonomis, tetapi Jjuga keputusan sosial.
Artinya keputusan itu dipengaruhi juga oleh proses sosial
yvang berkembang di lingkungan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapang, di
peroleh gambaran adanya tanggapan masyarakat Desa Sukore-
jo, yang cenderung negatif terhadap program pemerintah.
Yaitu setiap program pemerintah yang masuk, mereka masih
berprasangka akan merugikan mereka terutama dalam hal
pungutan iuran. Karena pengalaman mereka pungutan-pungu-
tan yang dikenakan selama ini selain iuran HIPPA, mereka
tidak melihat hasil yang nyata dari sumbangan mereka.
Jadi walaupun faktor ini tidak dapat diukur tetapi dapat
dilihat gejalanya bahwa hal ini menunjukkan pengaruh yang
cenderung negatif terhadap kesediaan petani membayar
iuran. Dengan demikian perlu ada penjelasan lebih lanjut
guna menanamkan kepercayaan terhadap setiap program peme-
rintah yang masuk.

Kesediaan petani membayar iuran HIPPA tersebut bukan
jaminan bagi setiap HIPPA untuk mencapai efisiensi pemu-
ngutan 100 persen. Walaupun dalam hal pungutan iuran HIPPA
hampir semua faktor berpengaruh positif, tidak berarti
kemudian setiap HIPPA mampu memungut iuran dengan lancar
dan tepat waktu. Ada faktor-faktor lain yang berpengaruh

terhadap jalannya penarikan iuran yaitu kesediaan HIPPA
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sendiri untuk memungut iuran, dan faktor teknis pemungu-
tan. Masalah utama yang mengurangi efisiensi pemungutan
adalah adanya petani guntai yailtu petani yang berada di
luar desa. Mereka bukannya tidak mau membayar dan tidak
mampu membayar, namun karena kesulitan dalam mekanisme
pembayaran. Hal ini akan membuat keengganan petugas
pemungut untuk menagih iuran kepada petani guntai ini,
karena pengorbanan yvang dikeluarkan tidak sesuai dengan
besarnya uang yang diterima. Oleh karena itu perlu dipi-
kirkan suatu jalan sehingga pengumpulan iuran ini dapat

berjalan dengan efektif dan efisien.

6.11. Prosedur Pembayaran dan Penarikan IPAIR
Dalam pelaksanaan program IPAIR , perlu dipenuhi

terlebih dahulu beberapa syarat sebelum IPAIR dipungut

antara lain:

1. Sudah dilaksanakannya Special Maintenance (SM) yaitu
perbaikan berat, agar sistem teknis dapat berada dalam
keadaan semula yang memungkinkan pengeksploitasian dan
pemeliharaan secara efisien. SM rata-rata menghabis-
kan biaya RP 160 000 per hektar per tahun. Selain SM
perlu dilakukan Efficience Operation and Maintenance
(EO&M) sebesar Rp 25 000 per hektar untuk O&P vyang
efektif. SM dan EO&M di daerah penelitian belum
dilakukan, namun karena pendekatan yang digunakan
pendekatan persamaan minimal yaitu pendekatan berda-

sarkan luas lahan (Area Based Fees), maka jaringan
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tidak dengan program SM dan EO&M secara penuh, pungutan
IPAIR dapat dilaksanakan. Pelaksanaan ini dengan
jaminan pelayanan pemberian air terhadap blok vang
telah ditetapkan di dalam sistem agar dapat mewujudkan
intensitas tanam minimum dalam satu putaran tahun
tanam secara utuh. Apabila persediaan air tidak
memadai dan terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian-
nya, maka alternatif ini secara sosial tidak dikehen-
daki. ZKeuntungan dari pendekatan ini adalah kebutuhan
terhadap persiapannya minimal, pelaksanaannya cukup
sederhana baik dalam kebijaksanaan dan kelembagaan,
serta persyaratan teknis jaringan minimal. Namun
pilihan pendekatan ini memiliki hubungan yang kecil
dengan pelayanan dan pertanggungjawaban.

Pelatihan Tata Guna Air (PTGA) juga harus sudah dilak-
sanakan. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan
P3A/HIPPA dalam mengoperasikan dan memelihara jaringan
irigasi yang dibangun pemerintah. Pada saat peneli-
tian PTGA ini sedang dilaksanakan selama dua minggu
yang diikuti oleh seluruh pengurus HIPPA di Kabupaten
Blitar.

Pembinaan HIPPA Jjuga perlu dilakukan, terutama dalam
kelembagaan dan manajemen. Untuk mempermudah proses
penarikan dan pembayaran iuran telah terbentuk ga-
bungan HIPPA Sutojayan. Namun yang masih perlu diper-
jelas adalah sistem kerja dan pembentukan HIPPA itu

gsendiri. Sebagian besar HIPPA masih dibentuk berdasar-
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kan desa, sedang untuk mengelola IPATIR, HIPPA tersebut
dibentuk berdasarkan saluran tersier sehingga memudah-
kan dalam sistem manajemen organisasi dan memperlancar
jalannya penarikan dan pembayaran IPAIR.

4. Selain itu penelusuran lapangan (System Walkthrough-
SWT} salah satu dari kegiatan action group sudah
dilaksanakan.

Selain syarat-syarat tersebut, ada beberapa asumsi
vang sudah harus dipenuhi oleh suatu daerah jika hendak
memungut IPAIR. Secara teknis sistem mampu melakukan
pelayanan yaitu pengendalian air, alat pengendalian dan
pengukur tersedia sampal tersier atau minimal dapat diken-
dalikan sampai blok 200 hektar - 600 hektar. Diharapkan
HIPPA di daerah tersebut juga aktif sehingga nantinya
mampu menjalankan tugasnya dalam proses penarikan iuran,
Dalam proses penarikan IPAIR ini diasumsikan semua petugas
dari berbagai instansi telah siap dalam melaksanakan
tugasnya dan satu tujuan, karena pungutan IPAIR melibatkan
berbagal macam instansi pemerintah.

Dalam prosedur pembayaran dan penarikan IPAIR, sesu-
dah melakukan SWT, Cabang Dinas PU Pengairan dan HIPPA
bersama-sama menyusun rencana kegiatan dan biaya O&P
berdasar kebutuhan dasar seperti yang telah dijelaskan
terdahulu. Walaupun besarnyva biaya 0&P sudah diketahui,
namun untuk penetapan yang sesungguhnya harus melalui
Badan Musyawarah (BAMUS) IPAIR yang merupakan forum musya-

warah di tingkat Kabupaten antara wakil petani pemakai air
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dengan instansi pemerintah yang terkait. Anggota BAMUS

IPAIR vyaitu:

1. Bupati KDH TK II sebagai Ketua merangkap anggota

2. Ketua Bappeda KDH TK II sebagai wakil ketua merangkap
anggota

3. Kepala Cabang Dinas Pengairan sebagai sekreta-
ris merangkap anggota

4. Xabag Keuangan Sekwilda TK II sebagail bendahara me-
rangkap anggota

5. [Kepala Dipenda TK II sebagal anggota

6. Kepala Diperta Kabupaten sebagai anggota

7. Kabag Perekonomian Kabupaten sebagai anggota

8. Tiga orang wakil gabungan HIPPA/P3A sgsebagaili anggota.

Dari hasil musyawarah tersebut akan ditetapkan berapa
besarnya IPAIR yang akan dikenakan pada petani sesuai
dengan hasil musyawarah. Besarnya IPAIR bisa berbeda dari
hasil perhitungan O&P.

Pada daerah penelitian BAMUS IPAIR tersebut belum
dilaksanakan, DAT dan DAP masih dibuat dalam bentuk blan-
ko. Pelaksanaan IPAIR di Kabupaten Blitar direncanakan
pada bulan Maret 1994 setelah panen dan realisasi proyek
kurang lebih bulan Juli sesudah musim kemarau agar pelak-
sanaan bisa lebih akurat. Prosedur selanjutnya ditetapkan
lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.




VIi. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Besarnya tabungan petani Dberlahan sempit sebesar
Rp 915 461 per hektar per tahun, lahan sedang
Rp 1 577 095 per hektar per tahun, dan petani berlahan
luas sebesar Rp 3 887 226 per hektar per tahun. Dilihat
dari tambahan manfaat didapatkan bahwa semakin luas lahan
semakin besar B/C rationya. Artinya ada kecenderungan
perolehan manfaat akan dirasakan lebih besar oleh petani
vang berlahan lebih luas.

Berdasarkan hasil perhitungan biaya O&P serta faktor
orientasi pelayanan, diketahui besar IPAIR pada tahap
pertama sebesar RP 11 258 per hektar per tahun yang
dibagi dalam tiga kali musim tanam. Dari hasil perhi-
tungan tersebut, dilihat dari besarnya rata-rata pendapa-
tan bersih usahatani yaitu sebesar Rp 2 588 607 per
hektar per tahun berarti pungutan IPAIR kurang dari satu
persen. Berdasarkan Pilot Project IPAIR yang sudah dila-
kukan di empat daerah di Indonesia, rata-rata persentase
besar IPAIR yaitu sebesar 2,5 persen dari pendapatan
bersih usahataninya. Dari keterangan tersebut dapat
disimpulkan bahwa di daerah penelitiaan sudah lavyak
dikenakan IPAIR.

Setelah dianalisis dan dikaitkan dengan tabungan

keluarga petani, diketahui bahwa untuk berbagai tingkat
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luas lahan garapan petani telah mampu membayar IPAIR.
‘Bahkan berpatokan pada biaya O&P irigasi yang efisienpun
vaitu sebesar Rp 25 000 per hektar per tahun petani
diberbagai tingkat luas lahan garapan telah mampu memba-
yvar iuran. Namun yang perlu diperhatikan bahwa petani
juga harus mengeluarkan berbagai pembiayaan lain selain
IPAIR yang besarnya sudah mencapai Rp 52 000 per hektar
per tahun termasuk PBB dan HIPPA. Jika ditambah IPAIR
sebesar Rp 11 258 beban petani akan semakin besar, dan
ada yang tumpang tindih antara iuran yang satu dengan
yang lain.

Faktor-faktor yang mempengaruvhi kesediaan petani
membayar iuran adalah status ekonomi keluarga petani,
pengetahuan petani terhadap program; peran serta petani,
tingkat pelayanan irigasi, kepercayaan petani terhédap-
P3A/HIPPA berpengaruh positif terhadap kesediaan petani
membayar iuran. Sedangkan tingkat pendidikan tidak
berpengaruh nyata. Faktor yang cenderung berpengaruh
negatif adalah tanggapan masyarakat terhadap program
pemerintah.

Bersedianya petani dalam membayar iuran belum menja-
min bahwa Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Suka Makmur
dapat mengumpulkan iuran dengan lancar dan tepat waktu.
Karena selain dipengaruhi oleh faktor kesediaan petani
dalam membayar iuran, juga dipengaruhi oleh faktor kese-
diaan HIPPA dalam mengumpulkan iuran kepada petani dan

faktor teknis pemungutan.
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Pada saat penelitian prosedu; pembayaran dan penari-
kan IPAIR belum sepenuhnya dilaksanakan, mengingat pro-
gram ini baru akan dilaksanakan tahﬁn 1994. Namun be-
berapa program yaitu: penelusuran lapangan, Pelatihan
Tata Guna Air (PTGA), penyusunan biaya dan kegiatan O&P,
pembuatan blanko Daftar Areal Tanam (DAT) dan Daftar
Areal Panen (DAP) serta pembentukan gabungan HIPPA Suto-

jayan sudah dilaksanakan.

7.2. Saran-Saran

Dalam pengenaan iuran pelayanan irigasi kepada
petani pemakéi air dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai bahan pertimbangan antara lain perlu dipertim-
bangkan beban-beban apa saja yang telah ditanggung petani
selama ini dalam menerima pelayanan irigasi, sehingga
pengenaan irigasi tidak akan menimbulkan kerugian di
pihak petani. Misalnya pungutan HIPPA yang selama ini
sudah berjalan hendaknya dipikirkan kelanjutannya, karena
iuran ini secara fungsional mirip dengan IPAIR. Jika
tidak ada penjelasan, maka petani merasa membayar iuran
dua kali. Petani’ harus diberi penjelasan bahwa IPAIR
untuk biaya jaringan induk dan sekunder, sedangkan HIPPA
untuk saluran tersier.

Melihat ﬁambahan manfaat yang dirasakan petani berbe-
da berdasarkan luas lahan garapan, yaitu semakin luas

lahan semakin besar manfaat yang dirasakan oleh petani,
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maka hendaknya besarnya iuran irigasi per hektarnya dibe-
dakan antaré petani yang berlahan luas dan petani yang
berlahan sempit.

Untuk lebih ﬁeningkatkan daya tabung petani, selain
introduksi teknologi berupa saluran irigasi, perlu diim-
bangi dengan introduksi teknologi yang lain supaya peng-
gunaan saluran irigasi tersebut bisa lebih efektif dan
efisien.

Mengingat pungutan IPAIR tidak hanya dipengaruhi oleh

faktor ekénomi, maka faktor sosial yang berpengaruh posi-
tif hendaknya lebih diperﬁatikdn dan yang bexrpengaruh
negatif perlu penyuluhan lebih lanjut secara intensif.
Sistem penyuluhan yang baik dan intensif akan mendorong
keberhasilan suatu program.

Oieh karena faktor pengetahuan berpengaruh positif
terhadap kesediaan petani membayar iuran, maka informasi
tentang IPAIR hendaknya benar-benar telah sampai kepada
petani baik melalui pengurus HIPPA, maupun instansi yang
terkait. Meningkatnya pengetahuan petani terhadap prd—
. gram, diharapkan akan meningkatkan pula partisipasi mereka
dalam kegiatan-kegiatan HIPPA.

Setelah dana terkumpul hendaknya pelaksanaan O&P
jaringan irigasi segera dilaksanakan. sehingga petani
bertambah yakin bahwa uang yang dikumpulkan benar-benar
akan kembali kepada petani. Jika demikian petani akan

mudah ditagih iuran.
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HIPPA hendaknya terlepih dahulu membenahi sistem
kerja dan manajemennya aéar proses pembayaran dan penari-
kan IPAIR dapat berjalan dengan lancar. HIPPA juga harus
didorong untuk terus meningkatkan pelayanan irigasi
kepada anggota, yaitu dengan memperbaiki atau membangﬁn
jaringan tersier bagi petani yang sawahnya belum mendapat
air yang memadai. Insentif hendaknya juga diberikan
kepada HIPPA vang telah menunjukkan prestasinya. Lomba
antar HIPPA bisa menjadi pemacu prestasi.

Upaya-upaya juga harus terus dilékukan untuk mening-
katkan kesediaan HIPPA dalam menagih iuran. Salah satu
caranya yaitu déngan sesegera mungkin memberikan insentif
bagi HIPPA yang dengan cepat berhasil mengumpulkan iuran.

Pembina wilayah hendaknya Jjuga terus memotivasi para
pemimpin wilayah untuk melakukan fungsi-fungsi pembinaan
kepada HIPPA. Dengan perhatian dari para pembina diharap-
kan terlahir HIPPA yang sehat dan aktif, salah satu cara
untuk mendorong pemimpin wilayah khususnya kepala desa
agar membina HIPPA adalah dengan memasukkan keberhasilan
IPAIR sebagai salah satu kriteria dalam penilaian keber-

hasilan pembangunan desa.
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Lampiram 3. Pembagian Petak Tersier dan Luas Lahan yang Diatri di BLT |
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Lampiran 4. Shema Kerusalan Jaringan di BLT I
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